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IMPLIKASI KEDUDUKAN AKTA CESSIE TERHADAP OBJEK
JAMINAN YANG TELAH MELEWATI MASA BERLAKU

Rifky Dwi Dhar mawan
Fakultas Hukum, Universitas Narotama
Rifkydwi 38@gmail.com

ABSTRACT

In civil law, collateral agreements such as cesigeds are important instruments to protect thadste of the
parties in legal transactions. However, when tleeigy object in the cessie deed expires, questawise about the
legal standing of the cessie deed and the rightshefassignee. Fundamental questions include whéfiee
transferred lien is still valid and whether theigisse is still entitled to pursue the lien. Thedeignplications of this
situation are complex, depending on the terms efcssie agreement and legal principles such as ¢egtainty

and protection of interests. Courts may be faceti tie difficult task of interpreting the law andaching a fair
decision. The impact extends to lenders, assigaedsdebtors, who must understand the legal impticatto

manage risk and safeguard their interests in ce¢saosactions.

Keywords: Cession, Notary, Civil Law

PENDAHULUAN

Perjanjian jaminan merupakan salah satu instrumang ypenting untuk melindungi
kepentingan para pihak dalam transaksi hukum. Ssddh bentuk perjanjian jaminan yang
umum digunakan adalah akta cessie. Akta cessiepalean perjanjian yang memungkinkan
pemberi pinjaman untuk mengalihkan hak tagihanngs suatu piutang kepada pihak lain
sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Derdganikian, pihak penerima pinjaman
tersebut (debitur) menyetujui bahwa apabila diaagagelunasi pinjamannya, pihak penerima
hak tagih (cessionaris) memiliki hak untuk menagittang tersebut dari pihak ketiga yang

menjadi debitur awal.

1291



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 2, 2024

Namun, dalam prakteknya, terdapat situasi di mabpjakojaminan yang dipegang oleh
penerima hak tagih telah melewati masa berlaku yhtegapkan dalam perjanjian awal. Hal ini
menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keduduktn acessie dan hak-hak yang melekat
pada penerima hak tagih dalam konteks objek jamyzarg telah kedaluwarsa (Trimulyo, S.
2017).

Implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek rjamiyang telah melewati masa
berlakunya menjadi topik yang penting untuk dipgiajPertanyaan mendasar muncul mengenai
apakah hak tagih yang dialihkan oleh pemberi piajaikepada penerima hak tagih masih tetap
berlaku setelah masa berlaku jaminan berakhir.il5éla apakah penerima hak tagih masih
memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut dagabaana peran hukum dalam mengatur

situasi semacam ini juga menjadi pertimbangan pgnti

Dalam paparan selanjutnya, akan dibahas secata rielci mengenai implikasi kedudukan
akta cessie terhadap objek jaminan yang telah na¢ilemasa berlaku, termasuk aspek hukum

yang terkait dan dampaknya bagi para pihak yatigpaedalam perjanjian jaminan.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adapskah perjanjian cessie tersebut
memiliki ketentuan khusus mengenai masa berlakudga dalam perjanjian cessie tersebut
disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukeEnmsejangka waktu tertentu, maka secara
hukum, penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewaag untuk mengejar tagihan setelah masa
berlaku jaminan tersebut berakhir. Namun, jikaggi@n tidak menyebutkan batas waktu atau

jika batas waktu tersebut tidak jelas, maka inttgsi hukum menjadi hal yang lebih rumit.

Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-prinsip hukumgéerkaitan dengan perjanjian jaminan,
termasuk akta cessie, mengacu pada prinsip kepdstikaum dan perlindungan kepentingan para
pihak. Oleh karena itu, walaupun objek jaminanhefeelewati masa berlakunya, penerima hak
tagih mungkin masih memiliki hak untuk mengejaiittag tersebut jika hal ini dianggap adil dan
sesuai dengan prinsip keadilan. Faktor-faktor segesetaraan antara para pihak, kepentingan
yang terlibat, dan tujuan dari perjanjian jaminaigg menjadi pertimbangan penting dalam

menentukan implikasi hukum dari situasi tersebut.
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Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga |lpsaiem sengketa dapat dihadapkan
pada tugas sulit untuk menafsirkan dan menerapk&arh dalam konteks objek jaminan yang
telah melewati masa berlakunya. Pengadilan mungé&riu mempertimbangkan prinsip-prinsip
hukum kontraktual, asas keadilan, serta ketentedenkuan yang terkandung dalam perjanjian

tersebut untuk mencapai keputusan yang adil dambseig bagi semua pihak yang terlibat.

Dampak dari implikasi kedudukan akta cessie tennaitgek jaminan yang telah melewati
masa berlakunya juga dapat dirasakan oleh beripagak terkait, termasuk pemberi pinjaman,
penerima hak tagih, dan debitur. Misalnya, jikagena hak tagih kehilangan haknya untuk
mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan hierakaka hal ini dapat berdampak pada
kemampuan pemberi pinjaman untuk mendapatkan perdraytas pinjaman yang diberikan.
Di sisi lain, jika penerima hak tagih masih dibankhak untuk mengejar tagihan meskipun objek
jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat menimbulkatidakpastian hukum dan memicu
konflik antara para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penting bagi para pihak yangharidalam perjanjian jaminan, termasuk
pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debuotuk memahami implikasi hukum dari
kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yaelah telewati masa berlakunya. Hal ini
dapat membantu para pihak untuk mengambil langkagklah yang tepat dalam mengelola
risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalemsaksi hukum yang melibatkan

perjanjian jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitigaridis-normatif dengan
menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa fagual. Diantara beberapa
bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah balgomiprimer, bahan hukum sekunder,
dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukunnidigsnormatif diharapkan hasil
penelitian ini akan melihat implikasi dari produkkum tentang akta pengalihan piutang

(cessie) secara praktis maupun teoritis.
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PEMBAHASAN

1.1. Interpretas Hukum Terhadap Kedudukan Akta Cessie Dalam Konteks Objek

Jaminan yang Telah M elewati M asa Berlaku

Interpretasi hukum terhadap kedudukan akta cesdaandkonteks objek jaminan yang telah
melewati masa berlakunya melibatkan pemahaman gangat terhadap ketentuan-ketentuan
hukum yang mengatur perjanjian jaminan, prinsipigig keadilan, serta tujuan dari perjanjian
tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dalameneikan hak dan kewajiban para pihak

yang terlibat dalam perjanjian cessie setelah ojajeknan melewati masa berlakunya.

Pertama-tama, interpretasi hukum terhadap aktaeckasus mempertimbangkan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian itu serdka perjanjian cessie memiliki ketentuan
yang jelas mengenai masa berlakunya, maka integprétukum harus mengikuti ketentuan
tersebut. Misalnya, jika dalam perjanjian cessiseblitkan bahwa hak tagih hanya dapat
dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka pereehak tagih tidak lagi memiliki wewenang

untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku janteéraabut berakhir.

Namun, dalam situasi di mana perjanjian cessiek tirdanyebutkan batas waktu atau jika
batas waktu tersebut tidak jelas, interpretasi hukmenjadi lebih rumit. Dalam hal ini,
pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mupgku merujuk pada prinsip-prinsip
hukum kontraktual, asas-asas keadilan, dan tuj@anperjanjian jaminan untuk menentukan

implikasi hukum dari objek jaminan yang telah medéwnasa berlakunya.

Selain itu, interpretasi hukum juga harus mempé@atprinsip-prinsip umum dalam hukum
perdata, termasuk prinsip kepastian hukum dan rnplerfigan kepentingan para pihak. Oleh
karena itu, meskipun objek jaminan telah kedaluajapenerima hak tagih mungkin masih
memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut jilka mi dianggap adil dan sesuai dengan
prinsip keadilan. Faktor-faktor seperti kesetaraatara para pihak, kepentingan yang terlibat,
dan tujuan dari perjanjian jaminan juga menjaditipgrangan penting dalam menentukan

implikasi hukum dari situasi tersebut.
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Dalam melakukan interpretasi hukum terhadap kedamlu#kta cessie dalam konteks objek
jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pelagadtau lembaga penyelesaian sengketa
perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil mdmpikan berbagai faktor hukum dan
prinsip-prinsip yang relevan serta adil bagi semiak yang terlibat (Ngadi, M. R. F. 2023). .
Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum damjamin perlindungan hak-hak para pihak
dalam transaksi hukum yang melibatkan perjanjiarinan.

1.2. Hak Tagih yang Dialihkan Melalui Akta Cessie Masih Memiliki Kekuatan Hukum

Pertanyaan mengenai apakah hak tagih yang dialindelalui akta cessie masih memiliki
kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwarstahdnasalah yang kompleks dan sering
kali menjadi perdebatan dalam lingkup hukum per@@taatupang, D. 2020). Dalam menjawab
pertanyaan ini, beberapa aspek hukum dan pringigipryang terlibat harus dipertimbangkan
secara cermat.

Pertama-tama, perlu dipertimbangkan apakah peajangessie mengandung ketentuan
khusus mengenai masa berlakunya objek jaminan. d&dam perjanjian cessie tersebut
disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukeEnmsejangka waktu tertentu, maka secara
hukum, penerima hak tagih mungkin kehilangan wewgnga untuk mengejar tagihan setelah
masa berlakunya jaminan tersebut berakhir. Dalanteks ini, hak tagih yang dialihkan melalui
akta cessie mungkin kehilangan kekuatan hukumntgabeobjek jaminan kedaluwarsa sesuai

dengan ketentuan perjanjian (Simatupang, D.,2020).

Namun, jika perjanjian cessie tidak menyebutkamadbataktu atau jika batas waktu tersebut
tidak jelas, maka interpretasi hukum menjadi lehimit. Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-
prinsip hukum kontraktual dan asas-asas keadilangkin menjadi faktor penentu dalam
menentukan apakah hak tagih yang dialihkan masimilike kekuatan hukum setelah objek
jaminan kedaluwarsa. Pengadilan atau lembaga pesajeh sengketa dapat mengambil
pendekatan untuk mempertimbangkan keadilan anta gihak yang terlibat dan tujuan dari

perjanjian jaminan dalam menentukan implikasi hukyan

Dalam beberapa kasus, hakim atau arbiter mungkmutweskan bahwa penerima hak tagih
masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipabjek jaminan telah kedaluwarsa,
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terutama jika hal ini dianggap adil dan sesuai darginsip keadilan. Namun, dalam kasus lain,
pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkmutuskan bahwa penerima hak

tagih tidak lagi memiliki hak untuk mengejar tagihsetelah masa berlaku jaminan berakhir.

Dengan demikian, apakah hak tagih yang dialihkataloieakta cessie masih memiliki
kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwansgasdergantung pada faktor-faktor seperti
ketentuan perjanjian, prinsip-prinsip hukum yangldie, dan keputusan pengadilan atau
lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itdingeagi para pihak yang terlibat dalam
perjanjian cessie untuk memahami implikasi hukum d@uasi di mana objek jaminan telah
melewati masa berlakunya dan mempertimbangkan #mngkah yang tepat dalam

mengelola risiko hukum mereka.

1.3. Implikass Hukum Terhadap Penerima Hak Tagih Jika Objek Jaminan Telah

Melewati M asa Berlakunya

Implikasi hukum terhadap penerima hak tagih jikgekbjaminan telah melewati masa
berlakunya menurut perjanjian dapat bervariasi atigng pada berbagai faktor, termasuk
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian cessi&urh yang berlaku, serta keputusan
pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketaligh\pri 2024). Beberapa implikasi yang

mungkin timbul dalam konteks ini dapat diuraikabasgai berikut:

1. Kehilangan Hak Tagih: Jika perjanjian cessie secara tegas menyatakamabiaak tagih
hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertdatuobjek jaminan telah melewati
masa berlakunya, maka penerima hak tagih mungkiiakgan haknya untuk mengejar
tagihan tersebut. Dalam hal ini, penerima hak tédik lagi memiliki wewenang hukum

untuk menuntut pembayaran dari debitur atau piledig yang menjadi objek jaminan.

2. Pertimbangan Hukum Kontraktual: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa
mungkin mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yamgantum dalam perjanjian
cessie dalam menentukan implikasi hukum terhadaprpea hak tagih. Jika perjanjian
cessie memiliki ketentuan yang jelas mengenai rbastakunya objek jaminan, maka

interpretasi hukum harus mengikuti ketentuan terseb

1296



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 2, 2024

3. Asas Keadilan: Asas-asas keadilan dalam hukum perdata juga dapatjadi
pertimbangan penting dalam menentukan implikasuhukerhadap penerima hak tagih.
Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa muaggan mempertimbangkan
keadilan antara para pihak yang terlibat dalam metken apakah penerima hak tagih

masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipbjek jaminan telah kedaluwarsa.

4. Pengakuan Hukum: Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaggelpsaian
sengketa mungkin memutuskan untuk mengakui hak fagnerima hak tagih meskipun
objek jaminan telah melewati masa berlakunya, éenat jika hal ini dianggap adil dan
sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, keputusakan sangat tergantung pada fakta-

fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap penerim& tagih jika objek jaminan telah

melewati masa berlakunya menurut perjanjian dajpahdaruhi oleh berbagai faktor hukum dan
prinsip-prinsip yang relevan. Penting bagi parabillang terlibat dalam perjanjian cessie untuk
memahami implikasi hukum dari situasi ini dan mertipgangkan langkah-langkah yang tepat
dalam mengelola risiko hukum mereka. Terdapat ketenkhusus dalam perjanjian cessie yang
mengatur masa berlaku objek jaminan, dan bagaini@tantuan tersebut memengaruhi

implikasi hukumnya (Simatupang, D. (2020).

Terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian cesang ynengatur masa berlakunya objek
jaminan adalah hal yang umum dalam praktik hukunndgia. Ketentuan semacam ini
dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepab@gi para pihak yang terlibat dalam
perjanjian, termasuk pemberi pinjaman, penerimathgh, dan debitur. Bagaimana ketentuan
tersebut memengaruhi implikasi hukumnya tergantpada isinya dan bagaimana ketentuan
tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan ataubéga penyelesaian sengketa (Rahmadi, R.
2020)

Berikut adalah beberapa cara di mana ketentuarukhmgngenai masa berlaku objek jaminan

dalam perjanjian cessie dapat memengaruhi implikasimnya:

1. Klarifikas Hak dan Kewajiban: Ketentuan yang mengatur masa berlaku objek jamina

dapat memberikan klarifikasi yang jelas mengen&idan kewajiban para pihak selama
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periode tertentu. Hal ini dapat membantu mencegdiddkpastian hukum dan potensi

konflik antara para pihak.

2. Kehilangan Hak Tagih: Jika dalam perjanjian cessie disebutkan bahwatdgik hanya
dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, madmerima hak tagih mungkin
kehilangan wewenangnya untuk mengejar tagihanasetabhsa berlaku jaminan tersebut
berakhir. Implikasi hukumnya adalah bahwa penetiaatagih tidak lagi memiliki hak

untuk menuntut pembayaran dari debitur atau piledig yang menjadi objek jaminan.

3. Pertimbangan Pengadilan: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa aka
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercadalam perjanjian cessie dalam
menentukan implikasi hukumnya. Jika ketentuan meaigeasa berlaku objek jaminan
telah diatur dengan jelas dalam perjanjian, makagadilan mungkin akan mengikuti

interpretasi sesuai dengan ketentuan tersebut.

4. Prinsip Keadilan: Jika perjanjian cessie tidak mencantumkan ketentuengenai masa
berlaku objek jaminan atau ketentuan tersebut fjelals, maka pengadilan atau lembaga
penyelesaian sengketa mungkin akan mempertimbangkasip-prinsip keadilan dalam
menentukan implikasi hukumnya. Hal ini dapat mekba pertimbangan terhadap

kepentingan dan posisi masing-masing pihak sejdariudari perjanjian jaminan.

Dengan demikian, ketentuan khusus dalam perjaméessie yang mengatur masa berlaku
objek jaminan dapat memiliki dampak yang signifikenrhadap implikasi hukumnya. Penting
bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian ieesstuk memahami secara cermat ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersedan mempertimbangkan implikasi

hukumnya dalam mengelola risiko hukum mereka.

1.4. Pengadilan Atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Menafsirkan dan Menerapkan

Hukum dalam Kasus Objek Jaminan Yang telah Kadaluarsa Menurut Akta Cessie

Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa ikigoeilan penting dalam menafsirkan dan
menerapkan hukum dalam kasus objek jaminan yamd teddaluwarsa menurut akta cessie.
Proses ini melibatkan berbagai pertimbangan hukakta-fakta yang relevan, prinsip-prinsip

keadilan, dan tujuan dari perjanjian jaminan (IslkamA. J. 2021).. Berikut adalah beberapa cara
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di mana pengadilan atau lembaga penyelesaian gangienafsirkan dan menerapkan hukum
dalam kasus semacam ini:

1. Interpretas Kontrak: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketara&mulai
dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang temvarmtalam akta cessie dengan
cermat. Mereka akan memeriksa apakah perjanjisiecasengandung ketentuan khusus
mengenai masa berlakunya objek jaminan dan bagainketentuan tersebut dapat

berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak.

2. Prinsip-prinsip Hukum: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa aka
mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berld&lam menafsirkan kasus objek
jaminan yang telah kedaluwarsa. Ini termasuk poapsinsip hukum kontraktual, asas-

asas keadilan, dan prinsip-prinsip umum dalam hugerdata.

3. Asas Keadilan: Prinsip-prinsip keadilan akan menjadi pertimbangzenting dalam
memutuskan apakah penerima hak tagih masih menhiéiki untuk mengejar tagihan
meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa. Pengadiitau lembaga penyelesaian
sengketa akan mencoba mencapai keputusan yangamiisemua pihak yang terlibat
dalam kasus tersebut.

4. Tujuan Perjanjian Jaminan: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketaakam
mempertimbangkan tujuan dari perjanjian jaminargy@ncantum dalam akta cessie. Hal
ini dapat membantu mereka memahami niat para gaakmembuat perjanjian tersebut
dan bagaimana implikasi hukumnya dalam konteks kobggminan yang telah
kedaluwarsa.

5. Precedent dan Kasus Serupa: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa jug
mungkin akan merujuk pada putusan sebelumnya dsuskserupa dalam menentukan
implikasi hukum dari kasus objek jaminan yang tekadaluwarsa menurut akta cessie.
Hal ini dapat membantu mereka dalam membuat kepuotugmng konsisten dan

berdasarkan preseden hukum yang telah ada.

Dengan demikian, pengadilan atau lembaga penyates@ngketa memiliki peran penting

dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kdgak jaminan yang telah kedaluwarsa
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menurut akta cessie. Proses ini melibatkan pertigédoa berbagai faktor hukum dan fakta-fakta
yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil smuai dengan hukum yang berlaku
(AZHARI, T. I. 2023)..

1.5. Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam
menentukan hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan
telah melewati masa berlakunya

Dalam menentukan hak dan kewajiban pihak terkdandssituasi di mana objek jaminan
telah melewati masa berlakunya, prinsip-prinsipddaa dan kepastian hukum memainkan
peran kunci dalam pengambilan keputusan yang adil ssuai dengan hukum yang berlaku.
Berikut adalah cara di mana prinsip-prinsip ini alagiterapkan:

1. Keadilan Substansial: Prinsip keadilan substansial mengacu pada perazapasil yang
adil dan sesuai dengan keadilan di antara par&k piaag terlibat. Dalam kasus objek
jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pelagadtau lembaga penyelesaian
sengketa akan mempertimbangkan faktor-faktor segegetaraan antara para pihak,
kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah, dmpaknya terhadap semua
pihak terkait.

2. Kepastian Hukum: Prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya ilke@turan
yang jelas dan dapat diprediksi dalam menentuka&ndaa kewajiban hukum. Dalam
situasi di mana objek jaminan telah melewati masgakunya, penting bagi pengadilan
atau lembaga penyelesaian sengketa untuk memadid#ama keputusan yang mereka
buat didasarkan pada hukum yang jelas dan dapaihalip oleh semua pihak terkait. Ini

membantu menjaga kestabilan dan kepercayaan dasmaiukum.

3. Konsistenss dan Kesetaraan Perlakuan: Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan
perlakuan mengharuskan para pihak untuk diperlakidecara adil dan konsisten di
bawah hukum. Dalam menentukan implikasi hukum admjek jaminan yang telah
kedaluwarsa, penting bagi pengadilan atau lembagygbesaian sengketa untuk
memastikan bahwa keputusan yang mereka buat kemglshgan prinsip-prinsip hukum
yang berlaku dan bahwa semua pihak diperlakukagasteadil.
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4. Keadilan Prosesual: Prinsip keadilan prosesual menekankan pentingngenberikan
kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk mekgajargumen mereka dan
memberikan bukti dalam proses peradilan atau pesgien sengketa. Dalam kasus objek
jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pelagadtau lembaga penyelesaian
sengketa akan memastikan bahwa semua pihak merakdes yang sama terhadap

proses hukum dan bahwa proses tersebut berlangemggn transparan dan adil.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan $&tepahukum dalam menentukan hak
dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di margelo jaminan telah melewati masa
berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaiagkst dapat membantu mencapai
keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yargkbeHal ini penting untuk menjaga
integritas sistem hukum dan memastikan bahwa kemam semua pihak terlindungi dengan
baik.

1.6. Dampak implikas kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang telah
melewati masa berlakunya terhadap pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan
debitur

Implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek jamiyang telah melewati masa
berlakunya dapat memiliki dampak yang signifikarhéelap pemberi pinjaman, penerima hak
tagih, dan debitur. Berikut adalah beberapa dampal mungkin timbul bagi setiap pihak:

1. Pemberi Pinjaman:

- Kehilangan Jaminan: Jika objek jaminan telah melewati masa berlakunya
pemberi pinjaman dapat kehilangan jaminan yanggdipgnya untuk menjamin
pembayaran pinjaman. Hal ini dapat meningkatkaikaig&redit bagi pemberi
pinjaman karena mereka tidak lagi memiliki jaminariuk melindungi pinjaman

mereka.

« Peningkatan Risiko Kredit: Tanpa jaminan yang efektif, pemberi pinjaman
mungkin menghadapi risiko kredit yang lebih tinggarena meningkatnya
kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Hal ini dapampengaruhi kemampuan

pemberi pinjaman untuk memperoleh kembali dana g#migjamkan.
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2. PenerimaHak Tagih:

- Kehilangan Hak Tagih: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan peganiji
cessie tidak memperbolehkan penagihan setelah egis&u, penerima hak tagih
mungkin kehilangan haknya untuk mengejar tagihasetmit. Hal ini dapat
mengurangi kemampuan penerima hak tagih untuk npaxtkian pembayaran dari

piutang yang telah dialihkan.

- Ketidakpastian Hukum: Jika perjanjian cessie tidak jelas mengenai masa
berlakunya objek jaminan, penerima hak tagih mumgknenghadapi
ketidakpastian hukum tentang apakah mereka masgifilikiehak untuk mengejar
tagihan. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum de&emerlukan interpretasi

oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa.
3. Debitur:

+ Pelepasan dari Tanggung Jawab: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan
perjanjian cessie tidak memperbolehkan penagihealabemasa berlaku, debitur
dapat terbebas dari tanggung jawab untuk membayéang kepada penerima
hak tagih. Namun, jika debitur masih memiliki keilvan pembayaran meskipun
objek jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat memgpruhi kemampuan

keuangan dan stabilitas keuangan debitur.

« Peningkatan Risiko Hukum: Debitur juga dapat menghadapi peningkatan risiko
hukum jika penerima hak tagih memutuskan untuk repmgagihan meskipun
objek jaminan telah kedaluwarsa. Hal ini dapat nrebaypkan debitur terlibat

dalam proses hukum yang memakan waktu dan biaya.

Dengan demikian, dampak implikasi kedudukan akssiegerhadap objek jaminan yang
telah melewati masa berlakunya dapat sangat dignifbagi pemberi pinjaman, penerima hak
tagih, dan debitur. Oleh karena itu, penting bagnsa pihak yang terlibat untuk memahami
implikasi hukum dari situasi ini dan mengambil l&alg-langkah yang sesuai untuk mengelola

risiko dan melindungi kepentingan mereka (Sujak&022)..
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1.7. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pihak yang terlibat dalam

perjanjian jaminan untuk mengelola risko hukum dan menjaga kepentingan

mer eka dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwar sa

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminapad mengambil langkah-langkah tertentu

untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepenting@reka dalam situasi di mana objek

jaminan telah kedaluwarsa. Berikut adalah bebdepgkah yang dapat dipertimbangkan:

1.

Pemeriksaan Perjanjian Cessie: Para pihak dapat memeriksa kembali perjanjiasiees
untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai masakberbjek jaminan telah
ditetapkan dengan jelas dan memadai. Hal ini dayggmhbantu mencegah ketidakpastian

hukum dan konflik di kemudian hari.

Pengaturan Ketentuan yang Jelas. Jika perjanjian cessie belum mencakup ketentuan
yang jelas mengenai masa berlaku objek jaminam pdwak dapat mempertimbangkan
untuk menambahkan ketentuan yang spesifik dalaparp@n. Hal ini dapat membantu
menghindari interpretasi yang bervariasi dan mekestkejelasan mengenai hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

Peninjauan Kembali Jaminan: Pihak pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan
untuk meninjau kembali jaminan yang diberikan saedmrkala untuk memastikan bahwa
jaminan tersebut masih relevan dan efektif. Jikgelohaminan telah kedaluwarsa,
pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan untuk menjaminan yang baru untuk

mengurangi risiko kredit.

Evaluasi Risko Hukum: Setiap pihak dapat melakukan evaluasi risiko hukarkait
dengan objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Hatemrmasuk mempertimbangkan
implikasi hukum dari situasi tersebut dan mengeaslukemungkinan konsekuensi

hukum yang mungkin timbul.

Konsultas dengan Ahli Hukum: Para pihak dapat berkonsultasi dengan ahli hukum
atau penasehat hukum untuk mendapatkan saran ddngramengenai langkah-langkah
yang tepat untuk diambil dalam mengelola risiko umakdalam situasi di mana objek

jaminan telah kedaluwarsa. Ahli hukum dapat merkberiwawasan yang berharga
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tentang implikasi hukum dari keputusan tertentu da@mbantu dalam merancang

strategi yang efektif.

6. Negosiasi dan Penyelesaian: Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatenganai
implikasi hukum dari objek jaminan yang telah keelarsa, para pihak dapat mencoba
untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui nagjoatau mediasi. Pendekatan ini
dapat membantu menghindari proses hukum yang memalektu dan biaya serta

mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

7. Eksploras Alternatif: Para pihak juga dapat mengeksplorasi alternaiif dalam
mengelola risiko hukum terkait objek jaminan yaelgh kedaluwarsa. Misalnya, mereka
dapat mencari opsi restrukturisasi pinjaman atajapén lain yang dapat mengurangi
dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsatrBkturisasi ini dapat melibatkan
negosiasi antara pemberi pinjaman dan debitur untekemukan solusi yang dapat

diterima oleh kedua belah pihak.

8. Monitoring Kondisi Keuangan: Pemberi pinjaman dapat melakukan pemantauan-terus
menerus terhadap kondisi keuangan debitur dan gajelnan yang diberikan. Dengan
memantau kondisi ini, pemberi pinjaman dapat mesgitikasi risiko potensial yang

mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah peabag yang sesuai.

9. Pengembalian Jaminan: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan tidagi la
memberikan perlindungan yang memadai bagi pembamarpan, maka pemberi
pinjaman dapat mempertimbangkan untuk meminta pebgkan jaminan kepada
debitur. Hal ini dapat melibatkan negosiasi dendglnitur untuk menemukan solusi yang

menguntungkan bagi kedua belah pihak.

10.Perjanjian Alternatif: Para pihak dapat mengevaluasi opsi perjanjiagrradtif yang
dapat digunakan untuk menggantikan atau melengieypinjian cessie yang telah ada.
Ini dapat termasuk perjanjian subordinasi atauapg@gn lain yang mengatur hak dan

kewajiban masing-masing pihak dalam situasi di nabjek jaminan telah kedaluwarsa.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihgkatdebih proaktif dalam mengelola

risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka daldmass di mana objek jaminan telah

1304



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 2, 2024

kedaluwarsa. Penting untuk terus berkomunikasilukeerja sama secara efektif antara semua
pihak yang terlibat guna mencapai solusi yang ddgatima oleh semua pihak (Primsa, B.
2019)..

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihagatlanengelola risiko hukum dan
menjaga kepentingan mereka dengan lebih baik daituiasi di mana objek jaminan telah
kedaluwarsa. Hal ini penting untuk memastikan lej@h hukum, mengurangi ketidakpastian,
dan meminimalkan potensi konflik di masa mendat&agen, A. J. 2022)..

KESIMPULAN

Perjanjian jaminan dan akta cessie, penanganamassili mana objek jaminan telah
kedaluwarsa membutuhkan perhatian yang cermat sganua pihak yang terlibat, termasuk
pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitoplikasi hukum dari objek jaminan yang
kedaluwarsa dapat berdampak signifikan terhadap daak kewajiban masing-masing pihak.
Untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingareka, langkah-langkah preventif dan
proaktif harus diambil. Hal ini termasuk pemeriksagembali perjanjian cessie untuk
memastikan ketentuan yang jelas mengenai masabestgek jaminan, pengaturan ketentuan
yang lebih spesifik jika perlu, serta evaluasikasihukum secara menyeluruh. Selain itu,
berbagai alternatif juga perlu dieksplorasi, sepestrukturisasi pinjaman, pemantauan kondisi
keuangan secara berkala, dan peninjauan kembalipeganjian lain yang dapat mengurangi
dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsatii®g juga untuk melibatkan konsultasi
dengan ahli hukum dan menjalin komunikasi yang lmitara semua pihak untuk mencapai
solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dedgamkian, dengan pendekatan yang hati-
hati dan kolaboratif, para pihak dapat mengeldi&aei hukum dengan lebih efektif dan menjaga

kepentingan mereka di tengah situasi yang komgdegsrti ini.
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ABSTRACT

In carrying out his position, a Notary can hold estlpositions, one of which is as an Auction Offiegrthe
Notary's place of residence. The Big Indonesiartidiery (KBBI) provides the definition of auctionamely
sales in front of a large number of people led yaaction official. In an auction, of course, thexen auction
limit value which is defined as the minimum valudetlte goods to be auctioned. Determining the andiinit

value is carried out by a third party who is na tireditor. This research provides a better unaledstg of the

limit value in auctions which is the basis for gamg out the auction process.

Keywords: Auction, Auction Limit Value, Auction Official

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sampai saat ini setiap individu usan mempunyai berbagai
kebutuhan hidup yang berbeda antara satu dengesdundainnya. Ada juga dalam beberapa
masalah yang terjadi masyarakat tidak bisa mencukelputuhannya karena keterbatasan
salah satu masalah yang sering terjadi adalah atadalansial atau keuangan. Bank
merupakan salah satu pihak yang memberikan fasiki@dit atau pinjaman terhadap
masyarakat dengan jaminan bisa berupa sertifikati dukti kepemilikan lainnya dan
sekarang ini juga ada program bank yang memberfajaman tanpa menggunakan

jaminan.
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Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomorabdn 1998 tentang
Perbankan kata kredit adalah penyediaan uang agéhah yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatampimaminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunatingnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagai pemberi pinjaman yaitu bank juga mempumgiko jika kreditur tidak bisa
membayar pinjamannya tersebut, oleh karena itugsabdesar bank — bank di Indonesia
tetap meminta jaminan bank salah satunya lewatdgmlpaminan hak tanggungan. Menurut
Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 96érg Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tan&njgenya disebut UUHT) adalah:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda benmkgitan dengan tanah, yang
selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah haknmmyang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang MNeifahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak hdrikenda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasag tegeentu, yang memberikan kedudukan

yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadeghitor-kreditor lain.

Dengan adanya Hak Tanggungan ini apabila debitbuké cidera janji (wanprestasi)
maka berdasarkan Pasal 6 UUHT pemegang Hak Tanggumgmpunyai hak untuk menjual
objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri mglaleiangan umum, hasil dari penjualan
tersebut digunakan oleh kreditor sebagai bentukinaslan piutangnya. Pemegang Hak
Tanggungan tidak memerlukan persetujuan dari pariade Tanggungan untuk melakukan

eksekusi objek Hak Tanggungan bila terjadi wanpeest
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Pada prinsipnya eksekusi hak atas tanah yang dikabadengan Hak Tanggungan
selain melalui hak untuk menjual objek Hak Tanggmatas kekuasaan sendiri yang
terdapat dalam Pasal 6 UUHT dapat juga melalui &ksekutorial yang terdapat dalam
Sertifikat Hak Tanggungan. Pasal 14 ayat (3) UUH&nyatakan dengan jelas bahwa
Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekiat seperti halnya putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap, sehingga apabilaadelvanprestasi maka Sertifikat Hak
Tanggungan siap dieksekusi seperti halnya putusmgaulilan yang berkekuatan hukum
tetap dengan melalui tata cara dan dengan mengguariaknbaga Parate Eksekusi sesuai

dengan peraturan Hukum Acara Perdata.
Prosedur pelelangan meliputi 3 tahapan yang takstarkan, yaitu:

a. Tahap pra-lelang
Tahap ini merupakan tahap pertama yang merupakbap tpersiapan lelang.
Persiapan lelang ini meliputi permohonan lelangyep¢uan tempat dan waktu lelang,
penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumumadakuka&n permintaan Surat
Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempgtetigietoran uang jaminan.

b. Tahap pelaksanaan lelang
Tahap ini meliputi penentuan peserta lelang, pehar nilai limit, pelaksanaan
penawaran lelang, dan penunjukan pembeli (pemdetany).

c. Tahap pasca lelang
Tahap ini meliputi pembayaran harga lelang oleh h@dim(pemenang lelang),
penyetoran hasil lelang oleh Pejabat Lelang, ddanjdikan dengan pembuatan

risalah lelang oleh Pejabat Lelang.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan pgaelini bersifat Yuridis
Normatif, yaitu penelitan dengan menggunakan bdieran hukum untuk
memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuldapatkan bahan hukum
tersebut serta menganalisisnya melalui studi kegaah (peraturan perundang-

undangan dan literatur).

PEMBAHASAN

2.1 Tata cara pelaksanaan Lelang

Dalam praktik penyelenggaraan lelang penjualanumgrvendu reglement, Pemilik
atau penjual barang yang bermaksud melakukan panjuaarang secara lelang harus
mengajukan surat permohonan lelang secara tekgpsada KPKNL atau Pejabat Lelang
Kelas Il untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelanBalam praktik penyelenggaraan
tersebut baru bisa dilakukan lelang jika sudah @etaertujuan dari KPKNL. Lelang yang
paling kuno adalah lelang dengan sistem penawanam-turun (harga menurun) dimana
Pejabat Lelang menentukan harga awal dan kemudeanbatasi harga saat menurun sampai
menemukan satu orang pemenang, lelang ini dikeealgah Lelang BelandaDgtch
Auction).

Definisi dari lelang juga dapat ditemukan dalamaPdsangka 17 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dddgdang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pakita,lglang adalah setiap penjualan
barang di muka umum dengan cara penawaran hargsasisan dan/atau tertulis melalui
usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. gettmlam KPKNL sendiri dibagi
menjadi tiga yaitu lelang eksekusi, lelang non kkse wajib, dan lelang non eksekusi

sukarela. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakaiuspo atau penetapan
pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamaleagan itu, dan/atau melaksanakan
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ketentuan dalam peraturan perundang-undangatohnya lelang eksekusi pengadilan, lelang
eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lgl@ksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT), dan laiga. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk
melaksanakan penjualan barang yang oleh peraterangang-undangan diharuskan melalui
lelang. Contohnya Lelang Noneksekusi Wajib diamtgaaadalah Lelang Barang Milik
Negara/Daerah, Lelang barang milik Badan Usaha kMMNegara/Daerah berbentuk
nonpersero, Lelang aset Badan Penyelenggara Jantosmal, dan lainnya. Lelang
Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanglenjualan barang milik swasta,
perorangan atau badan hukum/badan usaha yangndilskcara sukarela. Contoh lelang
Noneksekusi Sukarela atau lebih dikenal sebagandebukarela diantaranya adalah lelang
barang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badaisaha Milik Daerah (BUMD)
berbentuk persero, lelang barang milik perorangan badan hukum/usaha swasta.

2.2 Nilai Limit Lelang

Nilai limit merupakan salah satu syarat wajib y&agus ada dalam pelelangan kecuali
Lelang Non esksekusi Sukarela atas barang bergeildk orang atau badan hukum/badan
usaha swasta dan penetapan Dalam Pasal 43 Perdigateri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016, Nilai Limit juga merupakan tanggyawab dari penjual atau pemilik dari
barang yang akan di lelang.

Dalam menentukan nilai limit lelang ditentukan olpkmilik barang yang akan
dilelang berdasarkan pihak penilai independen yangmpunyai kemampuan atau
kompetensi dalam bidangnya. Jasa penilai ini meygutugas untuk memberikan harga
nilai suatu barang yang akan dilelang yang akamalukan dalam sebuah laporan penilaian
yang kemudian menjadi nilai limit lelang. Dengamagh jasa penilai ini diharapkan agar hak
dari pemilik barang yang akan dilelang dilindungaamendapatkan nilai limit yang pantas
dan sesuai dengan barang yang akan dilelang. INiidi yang sudah ditentukan oleh jasa
penilai independen yang memiliki kemampuan dan latensi dalam bidang ini akan
dimasukan kedalam pengumuman lelang agar barang skan dilelang ini bisa mulai

dilelangkan.
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Nilai limit lelang juga mempunyai fungsi salah sata agar menjadi pembatas dalam
lelang agar menghindari kecurangan harga yangdaigaterjadi dalam suatu proses lelang
karena kepentingan tertentu. Nilai limit lelang fjaeln nilai dasar dalam atau Batasan harga
terendah barang yang akan di jual dalam pelelar§ainngga dalam menentukan nilai limit
digunakan dan diserahkan kepada jasa penilai imdigpeagar adil dan tidak memihak ke
pihak yang berkaitan dengan barang yang akan dgedan diharapkan agar tidak terjadi hal

yang merugikan salah satu pihak karena tidak adéinrd menentukan nilai limit tersebut.

KESIMPULAN

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meikbatéelang karena pelanggaran
dalam penentuan nilai limit adalah dengan mengajukagatan tentang perbuat melawan
hukum sesuai Kitab Undang — Undang Hukum Perdatdar® menentukan Nilai limit
lelang, jasa penilai adalah salah satu orang yangat berpengaruh dalam proses lelang.
Diharapakan jasa penilai yang susah mempunyai kiamgi@ya agar menjalankan tugasnya
dengan adil dan tidak memihak ke pihak manapumkahnasil dari penilaian penentuan nilai
limit lelang ini sangat berpengaruh dalam proséente Dengan adanya pemenang lelang
yang sudah dipastikan menang dan telah membayandpgang dilelangkan bisa juga terjadi
pembatalan salah satunya lewat putusan pengadilke@npemenang lelang dibatalkan, maka
peserta lelang akan mendapatkan pengemabalian drapabuang yang sudah dibayarkan

untuk membeli objek lelang tersebut.
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ABSTRACT

The authority of a substitute notary in the iss@aotcopies and minutes of deeds for legal testimorcourt
and police investigations is an important issughia legal field that requires in-depth understagdihhis
research aims to analyze the scope and limits efatithority of a substitute notary in the conteiktssuing
these legal documents. The research method usetitésature study to collect information and dedkated to
the authority of substitute notaries, as well aaly#ing various regulations and related court dens The
results of the analysis show that the authority etibstitute notary has clear limitations in tlseigce of copies
and minutes of deeds for legal purposes in couwdtpatice investigations. Factors such as statypooyisions,
notary code of ethics, as well as court decisiorstlae main considerations in determining the aitthof a
substitute notary in certain situations. This reslegrovides a better understanding of the roleudfstitute
notaries in the broader legal context, as welhasélevant legal implications in notarial practicéndonesia.

Keywords: Authority, Substitute Notary, Copy, Deed Minute, Court

PENDAHULUAN

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notariggeanti untuk keperluan keterangan
hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian upakan topik yang mendalam dan
penting dalam studi hukum (Taslim, Y. 2021). Penataris sebagai pejabat umum yang
memiliki kewenangan untuk membuat dokumen hukum jaderkrusial dalam menjaga
keabsahan dan keandalan informasi yang digunakamgaoses hukum. Dalam konteks ini,
notaris pengganti, yang memiliki kewenangan unte@kggantikan notaris yang berhalangan
sementara, memainkan peran yang signifikan. Permekanalisis terhadap kewenangan
notaris pengganti dalam situasi ini memerlukan gemean yang mendalam terhadap
berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk asgulukum, kode etik profesi, dan
interpretasi hukum yang berkaitan.

Pada era modern ini, di mana kompleksitas kasuarhuidemakin meningkat, peran
notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukunukukeperluan pengadilan dan
kepolisian menjadi semakin penting. Namun, pentagpemahaman yang tepat tentang
kewenangan notaris pengganti juga tidak dapat thaba Sebagai bagian dari sistem
peradilan dan penegakan hukum, dokumen-dokumen gigerpitkan oleh notaris pengganti
haruslah memenuhi standar keabsahan yang ketahatas dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum (Indriani, D. 2016)
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Permasalahan terkait kewenangan notaris penggat@mdpenerbitan salinan dan
minuta akta untuk keterangan hukum di pengadilan panyelidikan kepolisian telah
menjadi fokus perhatian dalam berbagai diskusi ekeasl dan praktik hukum. Analisis
mendalam tentang batasan dan lingkup kewenanganspengganti menjadi penting untuk
memastikan bahwa proses hukum berjalan dengardaditransparan. Dalam konteks ini,
perbandingan antara ketentuan hukum yang berlalde ktik notaris, dan interpretasi kasus
hukum yang relevan menjadi kunci untuk memahamiedsnlegal dari kewenangan notaris
pengganti.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan peamaan yang komprehensif
tentang kewenangan notaris pengganti dalam peaerlsalinan dan minuta akta untuk
keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikaroli@pn. Melalui pendekatan analisis
yang sistematis dan berbasis bukti, diharapkanlpianeini dapat memberikan kontribusi
yang berarti dalam pengembangan pemikiran danikrltkum terkait peran notaris dalam
sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam penjelasan lebih lanjut, penelitian ini akaengeksplorasi berbagai aspek
yang terkait dengan kewenangan notaris penggaetmassuk landasan hukum yang
mengaturnya, prinsip-prinsip etika profesi yang usardiikuti, serta pandangan dari
pengadilan dan kepolisian dalam hal penggunaanndekuyang diterbitkan oleh notaris
pengganti. Diharapkan bahwa hasil analisis yangerdlph dari penelitian ini akan
memberikan wawasan yang lebih baik tentang pergariagpengganti dalam proses hukum,
serta memberikan arahan yang bermanfaat bagi giréktkum, akademisi, dan pihak-pihak
yang terlibat dalam sistem peradilan dan peneghlkom.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitigaridis-normatif dengan
menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapaféktial. Diantara beberapa bahan
hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukumep bahan hukum sekunder, dan
hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum ysrdormatif diharapkan hasil penelitian
ini akan melihat implikasi dari produk hukum aktainota dan kewenangan notaris

memberikan mandat pada notaris pengganti.

PEMBAHASAN
1.1. Kewenangan Notaris Untuk Menerbitkan Akta

Kewenangan notaris pengganti dalam penerbitanasatian minuta akta untuk keperluan
keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikanolkigpn merupakan topik yang
kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalatariN@pengganti adalah notaris
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yang ditunjuk untuk menggantikan notaris yang barigan sementara dalam menjalankan
tugasnya. Dalam konteks penerbitan dokumen hukotaris pengganti memiliki peran yang

penting untuk memastikan keabsahan dan keandal&onmam yang diterbitkan, serta

memastikan bahwa proses hukum berjalan denganrlaacaadil. Pembahasan mengenai
kewenangan notaris pengganti dalam hal ini meldratberbagai aspek yang harus
dipertimbangkan, termasuk landasan hukum, prinsigsip etika profesi, serta pandangan
dari berbagai pihak terkait.

Dalam hukum Indonesia, kewenangan notaris penggadiatur secara jelas dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatdarisl (UUJN). Pasal 48 UUJN
menyebutkan bahwa notaris pengganti memiliki kewgaa yang sama dengan notaris yang
digantikannya dalam hal membuat akta autentik. Narperlu diperhatikan bahwa notaris
pengganti hanya memiliki kewenangan tersebut selanmenggantikan notaris yang
berhalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangéeris pengganti bersifat terbatas dan
bersifat sementara, sesuai dengan keperluan sihzggiang muncul.

Sementara itu, dalam praktiknya, notaris penggagé harus mematuhi kode etik profesi
yang mengatur perilaku dan tindakan notaris. Kotile tersebut menegaskan pentingnya
notaris pengganti untuk menjaga independensi, limésg dan kejujuran dalam menjalankan
tugasnya. Notaris pengganti juga harus memastikamvéd dokumen yang diterbitkan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undadgrg dan peraturan terkait, serta
tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta aktiakukeperluan keterangan hukum di
pengadilan, notaris pengganti memiliki tanggungagbwntuk memastikan bahwa dokumen
yang diterbitkan merupakan salinan yang sah daratkari akta asli yang telah dibuat. Hal
ini melibatkan proses verifikasi dan legalisasi yazermat untuk memastikan keabsahan
dokumen tersebut. Di sisi lain, dalam penyelidikapolisian, dokumen yang diterbitkan
oleh notaris pengganti dapat menjadi bukti yangtipgndalam proses penyelidikan dan
penegakan hukum. Oleh karena itu, notaris penggagt harus memastikan bahwa
dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawalsecara hukum dan dapat digunakan
sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Pembahasan mengenai kewenangan notaris pengggati gerlu memperhitungkan
pandangan dari berbagai pihak terkait, termasulgamitan, kepolisian, dan pihak-pihak
yang terlibat dalam proses hukum. Pandangan iniatddgervariasi tergantung pada
interpretasi hukum yang dilakukan dan kepentingasing-masing pihak. Oleh karena itu,
penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pgndan memastikan bahwa keputusan
yang diambil mengenai kewenangan notaris pengghadisarkan pada pertimbangan yang
matang dan berimbang.

Secara keseluruhan, analisis kewenangan notarggpeti dalam penerbitan salinan dan
minuta akta untuk keperluan keterangan hukum dgaéian dan penyelidikan kepolisian
melibatkan pemahaman yang komprehensif terhaddmgar aspek hukum, etika profesi,
dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengamperhatikan semua faktor tersebut,
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diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepdtik memastikan bahwa proses
hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuaiattepgnsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notariggeanti untuk keperluan keterangan
hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian jadinfokus perhatian yang signifikan
dalam ranah hukum. Notaris pengganti memiliki peyang penting dalam memastikan
keabsahan dan keandalan dokumen hukum yang didmmbdalam proses peradilan dan
penegakan hukum. Dalam konteks penerbitan salikda antuk keperluan pengadilan,
notaris pengganti harus memastikan bahwa salinag glderbitkan adalah salinan yang sah
dan akurat dari akta asli yang telah dibuat. Proszgikasi yang cermat dan legalisasi
dokumen menjadi langkah penting untuk memastikaabs&han dokumen tersebut.
Sebaliknya, dalam konteks penyelidikan kepolis@okumen yang diterbitkan oleh notaris
pengganti dapat menjadi bukti yang krusial dalarasgs penyelidikan dan penegakan
hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti harus astikan bahwa dokumen yang
diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara hulan dapat digunakan sebagai alat
bukti yang sah di pengadilan.

Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, notamggaeti juga harus mematuhi
kode etik profesi yang mengatur perilaku dan tideknotaris. Kode etik tersebut
menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk m&njadependensi, integritas, dan
kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Notaris pamjguga harus memastikan bahwa
dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan gietapkan dalam undang-undang dan
peraturan terkait, serta tidak melanggar prinsipsipp hukum yang berlaku. Dalam hal ini,
integritas dan profesionalisme notaris penggantjatk kunci untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga notaris secara kesaturu

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pandangam lierbagai pihak terkait, termasuk
pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak yang tatlidalam proses hukum. Pandangan ini
dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hwamy dilakukan dan kepentingan masing-
masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk memmpeangkan berbagai sudut pandang
dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mendemaéenangan notaris pengganti
didasarkan pada pertimbangan yang matang dan keargmb

Dalam kaitannya dengan landasan hukum, kewenangi@mnishpengganti diatur secara
jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ngniabatan Notaris (UUJN). Pasal
48 UUJN menyebutkan bahwa notaris pengganti meinkélwenangan yang sama dengan
notaris yang digantikannya dalam hal membuat aktanéik. Namun, notaris pengganti
hanya memiliki kewenangan tersebut selama mendggantiotaris yang berhalangan. Hal ini
menunjukkan bahwa kewenangan notaris penggantifdietesrbatas dan bersifat sementara,
sesuai dengan keperluan situasional yang muncsligTay. 2021).

Dalam praktiknya, kewenangan notaris pengganti ktideanya berkaitan dengan
pembuatan salinan akta, tetapi juga meliputi penapuminuta akta. Minuta akta merupakan
transkrip atau ringkasan dari akta autentik yarglagkan oleh notaris untuk kepentingan
notaris sendiri atau pihak yang berkepentingan.aibakonteks keterangan hukum di
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pengadilan, minuta akta dapat menjadi bukti yangtipg untuk mendukung argumen atau
klaim yang diajukan oleh salah satu pihak. OleheRar itu, notaris pengganti harus
memastikan bahwa minuta akta yang disiapkan semragan ketentuan hukum dan tidak
mengandung kesalahan atau kekurangan yang dapaguken keabsahannya.

Selain mempertimbangkan aspek hukum dan etika girafetaris pengganti juga harus
memperhatikan risiko dan konsekuensi hukum yanggkiantimbul dari tindakan atau
keputusan yang diambilnya. Kesalahan atau kelaldalam penerbitan dokumen hukum
dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum yaing,sermasuk pembatalan dokumen
atau tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, notagegganti perlu mengambil langkah-langkah
pencegahan yang tepat dan memastikan bahwa setiagan yang diambil didasarkan pada
pertimbangan yang matang dan berdasarkan pad#pppimssip hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasiametpengganti juga dihadapkan
pada tantangan baru terkait dengan keamanan dasyritas dokumen elektronik.
Perkembangan teknologi informasi telah membuka gogjubaru dalam penerbitan dan
penyimpanan dokumen elektronik, namun juga menikaoulrisiko baru terkait dengan
keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, nofsrgyganti perlu mengadopsi praktik-
praktik terbaik dalam penggunaan teknologi infoimaguk memastikan bahwa dokumen
yang diterbitkan tetap aman dan terjamin keabsal@ann

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti jougaus memperhatikan prinsip-
prinsip keadilan dan keadilan dalam penerbitan deuhukum. Keadilan adalah salah satu
prinsip dasar dalam sistem hukum yang menuntuakeah yang adil dan merata terhadap
semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, nofagisgganti harus memastikan bahwa setiap
keputusan atau tindakan yang diambilnya tidak diskatif atau tidak adil dalam
pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris penggdamn geenerbitan salinan dan minuta
akta untuk keperluan keterangan hukum di pengaddan penyelidikan kepolisian
melibatkan pemahaman yang komprehensif terhaddmgar aspek hukum, etika profesi,
dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengamperhatikan semua faktor tersebut,
diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepdtik memastikan bahwa proses
hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuaiatepgnsip-prinsip hukum yang berlaku
(Dianti, V. P. (2021)..

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti jdgsadapkan pada berbagai
pertimbangan yang kompleks terkait dengan keaddan kepentingan yang terlibat.
Keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dadetem hukum, yang menuntut perlakuan
yang adil dan merata terhadap semua pihak yarigaerDleh karena itu, notaris pengganti
harus memastikan bahwa setiap tindakan atau kegutyang diambilnya tidak hanya
mempertimbangkan aspek hukum dan etika, tetapi jngagedepankan prinsip keadilan.
Dalam hal ini, notaris pengganti harus mampu menlgangkan antara kepentingan berbagai
pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ataugsrdsikum, serta memastikan bahwa setiap

1319



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 2, 2024

keputusan yang diambil tidak diskriminatif atauakdadil dalam pengaruhnya terhadap
pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam konteks keterbukaan dan transparaotaris pengganti juga memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokuyamg diterbitkan memenuhi
standar kejelasan dan ketelitian yang diperlukaan{RF. A., & Ali, D. 2019). Dokumen
hukum yang diterbitkan oleh notaris pengganti hanuslah dipahami dan tidak mengandung
kebingungan atau ambigu yang dapat menimbulkanldgtastian hukum. Oleh karena itu,
notaris pengganti harus menghindari penggunaalahstitau frasa yang tidak jelas atau
samar, serta memastikan bahwa setiap dokumen yiderpitkan memenuhi persyaratan
formal dan substansial yang ditetapkan dalam hukum.

Dalam konteks pembahasan lebih lanjut, perlu jugserimbangkan dampak dari
keputusan atau tindakan notaris pengganti terhddgpercayaan masyarakat terhadap
lembaga notaris secara keseluruhan. Notaris adpilan dalam sistem peradilan dan
penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat tprleadhaga notaris sangat bergantung
pada integritas dan profesionalisme notaris pertfggitam menjalankan tugasnya. Oleh
karena itu, notaris pengganti harus memastikan aaetiap tindakan atau keputusan yang
diambilnya tidak hanya memenuhi standar hukum dia erofesi, tetapi juga dapat
mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan mkayaerhadap lembaga notaris
sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan independe

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yangaerksmbang dalam dunia hukum,
notaris pengganti juga perlu terus melakukan peonamadan peningkatan diri. Pengetahuan
dan keterampilan notaris pengganti harus teruship@rui dan ditingkatkan sesuai dengan
perkembangan hukum dan teknologi informasi. Notagisgganti juga harus terus memantau
perkembangan hukum dan peraturan terkait profesarisp serta berpartisipasi dalam
kegiatan pelatihan dan pengembangan profesionak unéningkatkan kompetensinya dalam
menjalankan tugasnya.

Dalam konteks hubungan kerja sama dengan pihak-pér&ait, notaris pengganti juga
perlu membangun dan memelihara hubungan yang leaiggach berbagai pihak yang terlibat
dalam proses hukum. Kemitraan yang kuat denganagdag, kepolisian, dan pihak-pihak
lainnya dapat membantu notaris pengganti dalam atarjan tugasnya dengan lebih efektif
dan efisien. Oleh karena itu, notaris penggantuhaktif dalam menjalin komunikasi dan
kerja sama dengan berbagai pihak terkait, serta asighan bahwa setiap tindakan atau
keputusan yang diambilnya memperhatikan kepentingamrsama dan menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Maka, notaris pengganti memiliki peran yang samgaiting dalam penerbitan dokumen
hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadiéan penyelidikan kepolisian. Dalam
menjalankan tugasnya, notaris pengganti harus nidaasbahwa setiap tindakan atau
keputusan yang diambilnya memenuhi standar hukuika erofesi, dan prinsip keadilan.
Notaris pengganti juga harus terus melakukan pambardan peningkatan diri, serta
membangun hubungan yang baik dengan berbagai pehle&it untuk mencapai hasil yang
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optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikiataris pengganti dapat menjadi
mitra yang dapat diandalkan dalam proses peraddarnpenegakan hukum, serta memainkan
peran yang signifikan dalam menjaga integritas #apercayaan masyarakat terhadap
lembaga notaris secara keseluruhan.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh nofaigyganti, penting juga untuk
mempertimbangkan aspek perlindungan data dan iaf&rnpribadi. Seiring dengan
perkembangan teknologi informasi, keamanan datgadesemakin penting dalam menjaga
kerahasiaan dan integritas dokumen hukum. Notarggganti harus memastikan bahwa
setiap dokumen yang diterbitkan mengikuti stand=ankanan data yang ditetapkan dalam
undang-undang privasi data yang berlaku. Langkapkiah keamanan yang tepat, seperti
enkripsi data dan penggunaan sistem keamanan yaafy karus diterapkan untuk
melindungi data pribadi dan informasi sensitif tajia yang terkandung dalam dokumen
hukum.

Di samping itu, peran notaris pengganti juga daga¢rluas untuk memfasilitasi proses
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Notangganti dapat bertindak sebagai mediator
atau penengah antara pihak-pihak yang terlibatdakengketa untuk mencapai kesepakatan
yang saling menguntungkan. Dengan pengetahuan hykag mendalam dan kemampuan
komunikasi yang baik, notaris pengganti dapat mermbaihak-pihak yang terlibat dalam
sengketa untuk mencapai penyelesaian yang adibedelanjutan tanpa melibatkan proses
peradilan yang panjang dan mahal.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan yang tedesigjan globalisasi dan perdagangan
internasional, notaris pengganti juga harus mam@mamnami dan menerapkan prinsip-
prinsip hukum internasional dalam prakteknya. Pdsba dalam sistem hukum antarnegara
dapat menjadi hambatan dalam proses penerbitamaokinukum yang melibatkan pihak-
pihak dari berbagai yurisdiksi. Oleh karena itutanis pengganti perlu memiliki pengetahuan
yang cukup tentang hukum internasional dan kemampuatuk beradaptasi dengan
perbedaan-perbedaan tersebut dalam menjalankasnitaga

Selain menghadapi tantangan dan kompleksitas datenteks hukum, notaris pengganti
juga harus memperhatikan aspek profesionalisme ka@gatuhan terhadap prinsip-prinsip
etika dalam prakteknya. Etika profesi notaris memidan pentingnya integritas,
independensi, dan kredibilitas dalam setiap tindakan keputusan yang diambil oleh
notaris. Oleh karena itu, notaris pengganti haalals mempertahankan standar etika yang
tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta menghindmflik kepentingan atau perilaku
yang tidak etis yang dapat merugikan kepercayaasyamakat terhadap lembaga notaris
(Yansyah, D. 2023).

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kompleksiégdam prakteknya, notaris
pengganti juga harus mampu mengembangkan keteemmpbmunikasi yang baik.
Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dantiefddngan berbagai pihak terkait,
termasuk pengadilan, kepolisian, klien, dan pihiddalo lainnya, merupakan keterampilan
yang sangat penting bagi notaris pengganti. Konasnikyang baik dapat membantu
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memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkameneahi kebutuhan dan harapan dari
berbagai pihak yang terlibat, serta mencegah tesgadkebingungan atau ketidakpahaman
yang dapat menghambat proses hukum (Indriani, D620

Jadi, peran notaris pengganti dalam penerbitan rdeku hukum untuk keperluan
keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikamolk@pn melibatkan berbagai aspek
yang kompleks dan penting. Notaris pengganti haresiastikan bahwa setiap tindakan dan
keputusan yang diambilnya mematuhi standar hukurka erofesi, dan prinsip-prinsip
keadilan. Selain itu, notaris pengganti juga hansnmpu menghadapi berbagai tantangan
yang muncul dalam prakteknya, termasuk tantangamotegi, globalisasi, dan perbedaan
hukum internasional. Dengan menjaga profesionaliy@eg tinggi, kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip etika, dan kemampuan untuk beraaiptiengan perubahan lingkungan,
notaris pengganti dapat memainkan peran yang ggnifdalam menjaga integritas dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaagaelembaga yang dapat diandalkan
dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaisgganti, perlu diperhatikan
juga peran teknologi dalam mengoptimalkan prosega.keleknologi informasi telah
membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektomasuk dalam bidang hukum.
Notaris pengganti perlu memanfaatkan teknologirmfisi untuk meningkatkan efisiensi dan
akurasi dalam proses penerbitan dokumen. Penggupasngkat lunak khusus untuk
manajemen dokumen dan otomatisasi proses dapat amémimotaris pengganti dalam
mengelola dokumen dengan lebih efisien, serta memalkan risiko kesalahan atau kelalaian
dalam proses penerbitan dokumen.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkarekdeberlanjutan dan tanggung
jawab sosial dalam praktek notaris pengganti. N®taengganti harus memastikan bahwa
setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya tidakya memperhatikan kepentingan
ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampaknyaatlp lingkungan dan masyarakat
sekitar. Penerbitan dokumen hukum yang bertangguugb dapat memberikan kontribusi
positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan esfaaan masyarakat, serta
memperkuat citra positif lembaga notaris di mathlipyPrakoso, Wibby Yuda, and Gunarto
Gunarto, 2017).

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti gdagat memainkan peran yang
penting dalam advokasi hak asasi manusia dan keaddsial. Notaris pengganti memiliki
akses ke berbagai informasi dan sumber daya ygueg dagyunakan untuk mendukung upaya
perlindungan hak asasi manusia dan penegakan &eadisial. Melalui penerbitan dokumen
hukum yang adil dan berkeadilan, notaris penggdagpat membantu memperjuangkan hak-
hak individu yang terpinggirkan atau kurang mamperta memperkuat prinsip-prinsip
keadilan dan keadilan dalam sistem hukum secaseban.

Selain itu, peran notaris pengganti juga dapatrilipe untuk memberikan edukasi
dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-takrhmereka dan proses hukum secara
umum. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum dagmbbantu masyarakat untuk
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melindungi diri mereka sendiri dari penyalahgunatau ketidakadilan, serta meningkatkan
partisipasi mereka dalam proses hukum. Notaris geamg dapat menggunakan platform
online atau menyelenggarakan seminar dan lokakanggk memberikan informasi dan
pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat temiakdpak dan kewajiban hukum
mereka.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam liggkurhukum dan sosial,
notaris pengganti juga harus terus melakukan pambhatdan peningkatan diri. Pendidikan
dan pelatihan kontinyu sangat penting untuk merkestibahwa notaris pengganti tetap
relevan dan kompeten dalam menjalankan tugasny@risigengganti perlu terus memantau
perkembangan hukum dan teknologi, serta berpaasisipalam kegiatan pelatihan dan
pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampulan keterampilannya dalam
praktek hukum (Mahaputera, W. A. 2021).

Oleh karena itu, peran notaris pengganti dalam rpéaa dokumen hukum untuk
keperluan keterangan hukum di pengadilan dan piglikeh kepolisian melibatkan berbagai
aspek yang kompleks dan penting. Notaris pengdalatk hanya bertanggung jawab untuk
memastikan keabsahan dan keandalan dokumen yamngitian, tetapi juga memiliki peran
yang lebih luas dalam memfasilitasi proses peradittan penegakan hukum, serta
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan damb@elayaan Masyarakat (Wahyudi,
A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. 2023).. Dengarmperhatikan semua aspek ini, notaris
pengganti dapat memainkan peran yang signifikaandahenjaga integritas dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lenyaegadapat diandalkan dalam sistem
peradilan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta aktakukeperluan keterangan hukum di
pengadilan dan penyelidikan kepolisian, peran mfaengganti adalah penting dan tidak
bisa diabaikan. Notaris pengganti memiliki kewersangyang sama dengan notaris yang
digantikannya dalam membuat akta autentik, seseagah Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, kewanangbersifat terbatas dan sementara,
dan notaris pengganti harus memastikan bahwa sdtiapmen yang diterbitkan memenuhi
standar keabsahan dan keandalan yang ditetapkam takum dan etika profesi.

Selain memperhatikan aspek hukum, notaris penggagdi harus mengedepankan prinsip-
prinsip etika profesi dalam menjalankan tugasnyadeKetik profesi menegaskan pentingnya
notaris pengganti untuk menjaga independensi, litdsg dan kejujuran dalam setiap
tindakan dan keputusannya. Dalam hal ini, integnitataris pengganti menjadi kunci untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembagyésrsgtcara keseluruhan.

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap landmsam, prinsip-prinsip etika
profesi, dan pandangan dari berbagai pihak tetiddtk dapat diabaikan dalam konteks
penerbitan dokumen hukum oleh notaris penggantbdélaan pandangan dan interpretasi
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hukum dapat mempengaruhi proses pengambilan kegytasn oleh karena itu, penting
untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dsnastikan bahwa setiap keputusan
didasarkan pada pertimbangan yang matang dan keargnmb

Dalam praktiknya, notaris pengganti juga harus nexhmdikan risiko dan konsekuensi

hukum yang mungkin timbul dari tindakan atau kepatuyang diambilnya. Kesalahan atau
kelalaian dalam penerbitan dokumen hukum dapatobempi menyebabkan masalah hukum
yang serius, termasuk pembatalan dokumen atautamngianti rugi. Oleh karena itu, notaris

pengganti perlu mengambil langkah-langkah pencegghag tepat dan memastikan bahwa
setiap tindakan yang diambil didasarkan pada pbeirgan yang matang.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informastaris pengganti juga dihadapkan
pada tantangan baru terkait dengan keamanan dagritas dokumen elektronik. Oleh karena
itu, notaris pengganti perlu mengadopsi praktikkpkaterbaik dalam penggunaan teknologi

informasi untuk memastikan bahwa dokumen yang littean tetap aman dan terjamin

keabsahannya. Ini termasuk penerapan sistem keanyang kuat dan kepatuhan terhadap
peraturan privasi data yang berlaku.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris penggdatn geenerbitan salinan dan minuta akta
untuk keperluan keterangan hukum di pengadilanmanyelidikan kepolisian memerlukan
pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai abpklm, etika profesi, dan
pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan mdmapkan semua faktor tersebut,
diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepdtik memastikan bahwa proses
hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuaiattepgnsip-prinsip hukum yang berlaku.
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ABSTRAK

The problem in this research is how to enforce lthe against perpetrators of narcotics crimes thinoug
restorative justice carried out by children and hovevercome it in the jurisdiction of the BintuBay Police.
What are the obstacles in enforcing the law aggiegpetrators of narcotics crimes through resteegtistice
carried out by children and how to overcome it lie furisdiction of the Police Teluk Bintuni, Solui to
overcome obstacles in law enforcement against patpes of narcotics crimes through restorativetiges
carried out by children and overcoming it in thagdiction of the Teluk Bintuni Police

The results of this research are: Restorative clustnd Diversion are applied to children who argth2lve)
years old but not yet 18 (eighteen) years old oftd2lve) years old even though they have beeniethbut
are not yet 18 (eighteen) years old. year, whouspacted of committing a criminal offense. The dhien
process at the investigation level in children'sesais based on a report and the investigator naBasP, then
the Bapas conducts community research (Litmashénpterpetrator's home environment, the Bapas issues
recommendation letter as to whether or not therdiga process is appropriate and the letter is sidainto the
investigator, the investigator carries out sumnibiesparties involved to carry out diversion, thee tesults of
the diversion are stated in the form of a lettefcivhihe results of the diversion are then submittethe Court
where the Court will then make a letter of detewation that the diversion has been successfullyezhout

Keywords. Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Narcotics, Restorative Justice, Children

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercasdlam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia niemilanyak peraturan serta
kebijakan di mana Indonesia memiliki sekitar 45.p&daturan hingga Oktober 2022. Produk
hukum pertama yang berupa Undang-Undang di Indangskni Undang-Undang No. 1
Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidananjsétga disebut KUHP 1946) yang
diadaptasi dari hukum pidana Belanda dan berlabags hukum positif hingga saat ini.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan lgargsal dari muatan dalam
Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Imslanderdasar atas Hukum
(Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan beldkackitsstaat)”. Konsep Negara hukum

! viena Nungky Kusuma ,Halif,Dina Tsalist Wildana,Fanny Tanuwijaya, Laili Furgoni, Tindak
Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP
2023, Vol. 6, No. 1, September 2023, DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6il
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dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukuamgy mengikat sebagai norma
tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indarfesi

Yamin menyatakan bahwa:

“Republik Indonesia ialah negara hukumechtsstaat, government of law) tempat
keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negaraspatau negara militer, tempat polisi dan
prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukapildé negara kekuasaamagthtsstaat)
tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melalsgkeanang-wenang. Menurut Sudargo
Gautama dalam kata-katanya: “... dalam satu negdaanmuterdapat pembatasan kekuasaan
negara terhadap perseorangan. Negara tidak maka, kidak bertindak sewenang-wenang.
Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibakalsihukum. Inilah apa yang oleh ahli
hukum Inggris dikenal sebagaile of law.”® Selanjutnya konsep mengenai negara hukum
juga dikemukakan oleh ahli hukum lainnya, yaRu Kranenburg (Belanda), menurutnya
negara harus berlandaskan pada hukum, agar neggat therfungsi selain menjaga
ketertiban dan keadilan, juga dapat berfungsi untekvujudkan kesejahteraan bagi warga
negara. Konsep negara hukum dari R. Kranenkorgoleh para ahli hukum disebut
sebagai konsep negara kesejahterddefére State) atau negara hukum dalam arti luas.
Konsep ini sekarang dianut oleh banyak negaramiafiu

Angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia sadtlah mencapai pada titik yang
mengkhawatirkan, padahal sekitar awal tahun 1990vasalah narkoba masih belum
popular, Indonesia pada tahun tersebut masih Bgadsebagai Negara transit oleh jaringan
pengedar narkotika.Belakangan ini Indonesia telguitan negara tujuan atau pangsa pasar
bahkan dijadikan sebagai negara produsen/pengekspkoba terbesar di dunia. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa trend perkembanggih&i@n narkoba di Indonesia akhir-
akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat t&jam

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatk&urude bangsa di dunia, namun
ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermiahkggi dan merajalela. Beberapa indikasi
memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakttaordinary crime. Pengertiannya
adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berkdmmgar dan multi dimensional terhadap
sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitusgtatnya dampak negatif yang diakibatkan
oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punigimh sangat diperlukan untuk jenis
kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yagghsierjadi di seluruh bangsa-bangsa di
dunia ini ni sebagatansnational crime.®

% Aidul Fitriciada Azhari , Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Hukum lus Quia lustum No. 4 Vol. 19
Oktober 2012:him 490

®Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Sosiohumaniora,
Volume 18 No. 2 Juli 2016 : him 133

4 Cecep Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa
Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Moderat : Jurnal limiah lImu PemerintahanVolume 9, Nomor 2, Mei 2023

> Welly Abdillah, Hambali Thalib & Mulyati Pawennei, Implikasi Hukum Kewenangan
Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika
Nasional, Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh
Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional, Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol. 2, No. 1, Juni
2022

® Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. 7
No.1, him 141
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Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan obdyamakat maupun media karena
penegakan hukum di anggap sebagai senjata untukwarelsegala jenis kejahatan yang
semakin hari semakin berkembang yang mana aparaegpk hukum di tuntut
menyelesaikan permalahan hukum sehingga apa yanganéujuan hukum yaitu kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesig y@ama pemerintah selaku
penyelenggara kehidupan bernegara perlu membengiahndungan dan kesejahteraan
masyarakat melalui berbagai kebijakan yang terameddlam program pembangunan
nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dakaijakan sosialsbcial policy). Salah
satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah k&bijapenegakan hukunhagv enforcement
policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatdg(slative policy). Sedangkan kebijakan
penanggulangan kejahatacrifninal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan
penegakan hukuniafv enforcement policy)®

Peredaran narkotika semakin banyak dari waktu Kdéundan semakin hebat sehingga
menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilaydbnesia. Pengiriman biasanya
menggunakan jasa paket yang mengirim lewat dadatray maupun laut. Tak jarang juga
pengiriman tersebut atau transaksi jual beli naskotelibatkan anak dibawah umur sebagai
kurir atau perantara transaksi jual beli narkotéaebut. Anak yang diduga melakukan suatu
tindak pidana, dapat membuat anak tersebut keldtaragah atau bisa menjadikan anak
tersebut narapidana yang bisa membuat anak terkehilangan masa depan atau impian
yang sudah direncanakan anak tersebut, seringkalgjasth memasukan anak tersebut ke
penjara justru semakin professional dalam melaktikaiakan pidana kejahatah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikiak memberikan
pengecualian tentang anak yang menggunakan naakoi#nun ada beberapa putusan yang
dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang Hikenakan kepada pelaku dan
beratnya hukuman yang dijatuhkan haruslah mempeatigkan dari keadaan sosial
mengenai faktor atau fakta dari pelaku anak tetseoiak yang jika melakukan suautu
tindak pidana tidak pernah mempunyai kesempatanpemiteh perhatian baik secara fisik,
maupun tidak sengaja sering juga anak melakukasakirpidana yang bisa merugikan
masyarakat, keluarga dan lingkungan sekitarnya.Aikak seharusnya dihukum, melainkan
harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak hayas dibedakan dengan hukuman dari
orang dewasa, dikarenakan anaknya yang melakukaio sindak pidana tersebut masih
berkembang tumbuh dalam aspek apapun, sehingg magkh belum bisa menentukan
pilihan yang mana menurut anak tersebut b&har.

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotikadaat subjek hukum khusus yaitu
anak. Dalam undang-undang perlindungan anak dadang-undang sistem peradilan
pidana anak diatur mengenai perlindungan hukum yead diberikan kepada anak yang

"llham Sabaruddin, Hambali Thalib & Agussalim A. Gadjong, Tinjaun Kriminologis Terhadap
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar,
Journal of Lex Generalis (JLG), No. 1, Volume 4, Januari 2023 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-
7871 Januari 2023

8 Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, him. 6.

® Saras Iswari Gunnanda, Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika,
Fakultas Hukum Universitas Udaya Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6, him. 66

19 Abdulssalam, “Hukum Perlindungan Anak” , (Jakarta: Restu Agung, 2007), him 5
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berhadapan atau berkonflik dengan hukurari uraian tersebut diatas penulis tertarik kntu
melakukan penelitian dengan judBENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG
DILAKUKAN ANAK SERTA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTELUK BINTUNI

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliiaradalah yuridis Normatif.
Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis nofnyaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataustkunder sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran tephae@aaturan-peraturan dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yaelifid

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini l@dadeskriptif analitis, yaitu
menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematiangnbbjek yang diteliti. Analitis artinya
data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecédrdyadap permasalahan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah letpdistakaanifrary research).
Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data sédatalangsung dari objek penelitian,
yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peratug@erundang-undangan, bahan-bahan
hukum lain yang ada hubungannya dengan masalaHisi&ndata yang peneliti gunakan
adalah deskriptifkualitatif. Analisisi secarakualitatif dalam hal ini adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, meagma@sikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiginmencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipeldgni, memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang I&in

PEMBAHASAN
1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui restorative
justice yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah hukum Polres Teluk
Bintuni

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaiarikksetara
damai di luar pengadilan masih sulit diterapkanunbulnya iderestorative justice sebagai
kritik atas penerapan sistem peradilan pidana denganenjaraan yang dianggap tidak
efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabmpyaak yang terlibat dalam konflik tersebut
tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korldatap saja menjadi korban, pelaku yang
dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagakgéudan sebagainya.

Konseprestorative justice diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bdgyang
berhadapan dengan hukum vyaitu pencegahan, permmgahabilitas dan reintegrasi.
Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksankkampat aspek tersebut dengan

M Tri Astuti Handayani, Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba,
JUSTITIABLE -Jurnal Hukum, Volume 3No. 1Juli 2020, him 1

12 Sperjono Soekanto & Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pers, Jakarta,2001, him. 13

13 | exi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, him
248
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pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibandgtenanganan langsung terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikas dan hambatan secara teknis.

Akibatnya dalam proses rehabilitasi dan reintagnasilya membutuhkan komponen
inti dan komponen lain sebagai pendukung dan talemgegahan. Mekanisme hukum dan
aparat penegak hukum serta masyarakat menjadr fghat@ semestinya mendapat perhatian
yang cukup untuk memberika perhatian dan perlindonterhadap hak-hak dasar bagi
seorang anak yang berhadapan dengan huk@reh karena itu, perlunya diupayakan agar
aparat penegak hukum yang terlibat dalam penangamandibawah umur agar tidak hanya
mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 AgnRengadilan Anak dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerligalurAnak, tetapi juga mengacu
pada instrumen nasional dan internasional sertat $ieputusan Bersama (SKB). Kepada
aparat penegak hukum yang menangani masalah andkkmya mengutamakan perdamaian
daripada proses hukum formal.

Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu merdapgenyegaran pandangan
terhadap masalah anak dibawah umur agar dapaatetbhlam upaya menekan jumlah anak
yang berhadapan dengan hukum ke dalam salurariadgkah yang konstruktif dalam
perkembangan fisik dan psikis anak , dengan medghian anak berada dalam mekanisme
hukum formal dan mengutamakan pendekatan informahgharapkan penyelesaian yang
lebih bijaksana dengan konsepvels dan restorative justice, diperlukan pemisahan
registrasi berkas perkara anak di instansi Kepolisian Kejaksaan dan perlunya pengadaan
ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang antak Jedsa yang bersertifikasi khusus
menangani masalah anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk ptekan kondisi yang melindungi
anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibaneyar&l memberikan perhatian dan
perlindungan kepada anak-anak melalui penanganateriiadap anak yang berhadapan
dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagk aesta berpijak pada nilai- nilai
Pancasila.

a. Divers

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 aydial3)a dalam sistem peradilan
pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 &atUndang-undang Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwaegr diversi dilakukan melalui
musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuayaalkorban dan/atau orang
tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan peksogal profesional berdasarkan
pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisiddaa restoratif dapat Anda simak
dalam artikel.

Hal-hal penting yang diatur dalam Undang-undange8isPeradilan Pidana Anak,
diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 Undang-und8iggem Peradilan Pidana Anak ) yaitu
sebagai berikut: Mencapai perdamaian antara kodazam anak;Menyelesaikan perkara
anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anakari d perampasan
kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpassipdan Menanamkan rasa
tanggung jawab kepada anak

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakiikdakan kriminal sangat
dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri andkatuk melakukan perlindungan
terhadap anak dari pengaruh proses formal sisteradign pidana, maka timbul
pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemaansintuk membuat aturan formal
tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yatakol@n pelanggaran hukum atau
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melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidlengan memberikan alternatif lain
yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkkingpi tersebut, maka lahirlah konsep
diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disgiversi atau pengalihan.

Restorative Justice dan diversi merupakan proses terbaik dan paliegtiéfdalam
menangani anak yang berhadapan dengan hukum. dngerderhadap anak yang
berhadapan dengan hukum sangat luas dan beradapi kighanyakan lebih menekankan
pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli bi@tgpanya pelanggaran tersebut
atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Proses pelaksanadestorative Justice dan diversi dalam tindak pidana lalu lintas
tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam prabesrsi masalah lalu lintas
pengaturannya sama dengan Undang-Undang Nomor hainTA012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.Prinsip utama pelaksanaasekdtestorative Justice dandiversi
yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non paralmemberikan kesempatan kepada
seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas daklakukanRestorative Justice
menunjukan  pentingnya ketaatan kepada hukum daramat Petugas melakukan
Restorative Justice dengan cara pendekatan persuasif dan menghpetsaingkapan yang
menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Menurut konsefRestorative Justice dandiversi dalam penanganan kasus anak di
Kepolisan yang berhadapan dengan hukum, karen& a@#anturir anak, pemberian
hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk milemghtetapi mendidik kembali
dan memperbaki kembali. Menghindarkan anak daplekasi dan kekerasan, akan lebih
baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidéktif. KonsepRestorative Justice
dandiversi juga didasarkan pada kenyataan proses ifmrgddana terhadap anak pelaku
tindak pidana melalui sistem peradilan pidana Iéaihyak menimbulkan bahaya daripada
kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akanbegkan stigmatisasi terhadap anak
atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebik banghindarkannya keluar sistem
peradilan pidana.

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana éiatl bahwa:

(1)Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemenikgasakara Anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan diversi.

(2)Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksandalam hal tindak pidana
yang dilakukan:

a) diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tatam;

b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa divelaskutan baik pada tingkat
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Aihn&engadilan Negeri. Pengkajian
yang dilakukan dengan menggunakan optik SPP mersmhb&hwa dalam sub-sistem
peradilan pidana (Penyidikan, Penuntutan dan Raergah) wajib harus diselesaikan
melalui diversi. Jika tidak dilakukan diversi ma#lapat dimintakan batal demi hukum
(null and void).

Restorative Justice dan Diversi diberlakukan kepada anak yang telah barii2i(dua
belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan hé&sin atau telah berumur 12 (dua
belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belurarber 18 (delpan belas) tahun, yang
diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajib@ngupayakan diversi dalam hal
anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancangah pidana penjara dibawah 7
(tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak mdgang diancam dengan pidana
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penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentulatsdakwaan subsidiaritas, alternatif,
kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penerapan ketentudRestorative Justice dan diversi merupakan hal yang penting
untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi ha&kdsasi anak dapat lebih terjamin,
dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “an&lil'ln&karena tindak pidana yang
diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dépagani tanpa perlu melalui proses
hukum.Tujuan dariRestorative Justice dan diversi adalah untuk mendapatkan cara
menangani pelanggran hukum di luar pengadilan sistem peradilan pidana formal. Ada
kesamaan tujuan diskresi dengan diversi. Pelakeadhi@arsi dilatar belakangi keinginan
menhindari efek negatif terhadap jiwa dan perkerghananak oleh keterlibatannya
dengan sistem peradilan pidana.

Pedoman penanganan penyelesaian perkara pidanandpegdekatanestorative
justice , mengacu pada Surat Edaran Kapolri No 8 TahurB ZBdnerapan Keadilan
Restoratif Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana adalah sdiegait

a. Terpenuhi syarat materiil, yaitu : Tidak menimbulkeeresahan masyarakat dan tidak
ada penolakan masyarakat ; Tidak berdampak kosdicial ; Adanya pernyataan dari
semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatam ueelepaskan hak menuntutnya
dihadapan hukum; Prinsip pembatas;

Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif titb@kat, yakni kesalahan
(schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaarus(datau opzet) terutama
kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet ogseosk); dan Pelaku buka
residivis.

Pada tindak pidana dalam proses : Penyelidikan;Pdanyidikan sebelum SPDP
dikirim ke Penuntut Umum.

b. Terpenuhi syarat formil, yaitu surat permohonandpseraian kedua belah pihak
(pelapor dan pelapor); surat Pernyataan Perdanfalde dading) dan penyelesaian
perselisiahan para pihak yang berperkara (pelapofathu keluarga pelapor, terlapor
dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan damhokasyarakat) diketahui oleh atas
penyidik ; Berita Acara Pemeriksaan tambahan pilyakg berperkara setelah
dilakukan penyelesaian perkara melalui keadailastoratif (restorative justice) ;
Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetupyetesaian keadailan restoratif
(restorative justice) ; Pelaku tidak keberatan dtasygungjawab, ganti rugi, atau
dilakukan dengan sukarela ; Semua tindak pidanatddifakukan restorative justice
terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkangsorbanusia;

1. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika
melalui restorative justice yang dilakukan anak serta penanggulangannya di wilayah
hukum Polres Teluk Bintuni

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelakaktpidana narkotika melalui
restorative justice yang dilakukan anak serta penanggulangannya diyalil hukum Polres
Teluk Bintuni : Kebutuhan yang semakin meningkdaki sebanding dengan baik personel
maupun fasilitas, Pemahaman yang berbeda dalarmgeman anak berhadapan dengan
hukum dan korban di antara aparat penegak hukumangaya kerja sama antara pihak yang
terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sos@k)a Permasalahan etika dan hambatan
birokrasi dalam penukaran data dan informasi ans@arat penegak hukum, Koordinasi
antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakdvpkat, Bapas, Rutan, Lapas) masih
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tersendat karena kendala ego sectoral, Belum adarpaan persepsi antar aparat penegak
hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengam huntuk kepentingan terbaik
bagi anak, Terbatasnya sarana dan prasarana peaangaak berhadapan dengan hukum
selama proses, Kurangnya kebijakan formulasi untakaksanakan proses rehabilitasi sosial
anak nakal dalam hal ini organisasi sosial kemakgdan yang bergerak dibidang
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehinggatddikirim ke panti sosial untuk dibina
secara khusus diberi pemulihan mental dan perilgkuangnya perlindungan anak yang
melakukan tindak pidana namun kehendak demikiakiiath mudah dilakukankarena kerena
ketentuan dalam sistem pemasyakatan anak samtakirhemberi peluang yang demikian.
Dalam menerapkan sisteRestoratif Justice dan Diversi di wilayah hukum Polres
Teluk Bintuni masih banyak hambatan eksternal yditigbulkan yaitu:
a. Ketiadaan payung hukum
Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak senhak pnemahami implementasi
keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan batikpe korban, dan masyarakat. Akibatnya
sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalgmyses mediasi. dengan ketentuan UU
pasal 16 (3) tentang perlindungan anak yang meikabwbahwa penangkapan, penahanan,
penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upeajte
b. Inkonsistensi penerapan peraturan
Belum adanya payung hukum sebagai landasan dampa@dbagi semua lembaga penegak
hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapadgéam penanganan anak berhadapan
dengan hukum masalah yang paling sederhana ddibat ghiada beragamnya batasan yang
menjadi umur minimal seorang anak pada peraturestyp@n yang terkait. Akibatnya aparat
penegak hukum membuat putusan yang tidak kongistexam kasus anak berhadapan dengan
hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan
c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga
Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang niaaityak terjadi dalam menegakkan
suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan andladagran dengan hukum banyak
kalangan professional hukum yang masih menganggagiasi sebagai metode pencarian
keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil npendeeadilan sama sekali, padahal saat
ini hakim adalah satusatu pihak yang bisa memegegiara anak yang berhadapan dengan
hukum tidak seperti mediasi perdata yang mempenkale non-hakim menjadi mediator di
pengadilan.
2. Solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
narkotika melalui restorative justice yang dilakukan anak serta penanggulangannya di
wilayah hukum Polres Teluk Bintuni

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan priRegforative Justice dalam
Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawalr di wilayah hukum Polres Teluk
Bintuni dalam mengatasi hambatan internal:

1) Melakukan pertemuan terpisah (khusus) untuk eq@eidkesepakatan:
2) Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinsgdap penyidik dalam hal
penanganan perkara anak.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan priResforative Justice dalam
Perkara Tindak Pidana Pelaku Anak di bawah umwildyah hukum Teluk Bintuni dalam
mengatasi hambatan eksternal: Mengoptimalkan sal@mgrasarana ; Menggunakan tenaga
kesejahteraan sosial dalam proses diversi ; Mankaimunikasi yang intensif dengan aparat
penegak hukum yang lainnya ; Meningkatkan koosdina@engan pembimbing
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kemasyarakatan ; Mengadakan sosialisasi tentargrsdidi kalangan masyarakat ; dan
Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelakdaaskbkesepakatan diversi.

KESIMPULAN

Restorative Justice danDiversi diberlakukan kepada anak yang telah berbLigigdua
belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan hb&lasn atau telah berumur 12 (dua belas)
tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumufdeBan belas) tahun, yang diduga
melakukan tindak pidana. Proses diversi pada tinglenyidikan dalam perkara anak,
didasari adanya laporan dan pihak Penyidik memBA#&, lalu Bapas melakukan Penelitian
Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, &apmengeluarkan surat rekomendasi
untuk layak atau tidaknya proses diversi dan steetebut diserahkan kepada Penyidik,
Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pitaigyerlibat untuk melakukan diversi,
lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk suratgy@asil dari diversi tersebut selanjutnya
diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilembmat surat penetapan bahwasanya
diversi berhasil dilakukan.

Hambatan yang ditemukan dalam proses diversi pagkat penyidikan dalam perkara
anak, kurangnya waktu yang diberikan oleh Undargdpog bagi para penegak hukum untuk
mengupayakan diversi, upaya ganti rugi mengalamib@an dikarenakan terkadang kedua
belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak merhekata sepakat, salah satu hambatan
untuk pelaksanaan diversi adalah tidak mempunyangrtua karena sebagian banyak
permasalahan anak yang tersangkut masalah tindakaitidak mempunyai orang tua dan
pihak kepolisian dan bapas kesulitan dalam melasandiversi.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan pReasigrative Justice dalam Perkara
Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umurildyah hukum Polres Teluk Bintuni
dalam mengatasi hambatan internal : Melakukan per@ terpisah (khusus) untuk
mencapai kesepakatan, Menyusun rencana kerja daraksemalkan kinerja setiap penyidik
dalam hal penanganan perkara anak.

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan pResiprative Justice dalam Perkara
Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di bawah umwrildyah hukum Polres Teluk Bintuni
dalam mengatasi hambatan eksternal : Mengoptima&eana dan prasarana, Menggunakan
tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diveesijahh komunikasi yang intensif dengan
aparat penegak hukum yang lainnya, Meningkatkanrdioasi dengan pembimbing
kemasyarakatan, Mengadakan sosialisasi tentangrsdivk kalangan masyarakat dan
Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelakdaaskbkesepakatan diversi.
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IMPLIKASI HUKUM BAGI UMKM PASCA PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG (PERPU) TENTANG CIPTA KERJA SEBAGAI
UNDANG-UNDANG

Mohamad Mulky Hidayat* dan Miftakhul Huda?
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
kihidayat8@gmail.corn

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises are the pillafshe community's economy. In order to achieablst
and sustainable economic growth, it is necessagupport strong economic stability. Before the @wbation
Law was passed, which was later replaced by theClelation Perpu, there were still many obstacles an
barriers faced by business actors, especially ioranand small businesses, including disharmoninatb
business licensing procedures for micro and smainesses between the law and its implementingatgns
so that requires a lot of time and money. To de#i these conditions, government support is urgemtleded,
including in the form of establishing laws and riagjons that favor micro and small businesses. At
ratification of Perpu Number 2 of 2022, which pie$ many conveniences for micro and small busisessa
increases efficiency for business actors, it isdubjhat it can become a guideline for micro andlidmsinesses
to further grow, develop and compete in the glabal free market era. So as to balance the porfiderge,
medium, and especially micro and small businesstde creating a fair business climate and fairnfess
MSMEs throughout Indonesia to a much greater extent

Keywords: Job Creation Law, MSMES, Licensing

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penopang ekonmasyarakat. Dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kaerkebn, perlu didukung kokohnya
stabilitas ekonomi. Untuk mendukung upaya terseljoeriukan pemberdayaan sektor riil
khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, daneMgah (UMKM) yang berkontribusi
besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk menghadapi persaingan pasar global saatdaklah mudah, karena produk
UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Dalgmya membangun ekonomi
kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahamkuntelakukan pengembangan UMKM
Naik Kelas. Peran UMKM sangat besar untuk perturabyterekonomian Indonesia, dengan
jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit uskbatribusi UMKM terhadap PDB
juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tekexga adalah 96,9% dari total
penyerapan tenaga kerja nasional.

Pada era pasca pandemi covid-19, UMKM menjaetessary condition untuk
mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indone&BKM memiliki karateristik yang
sangat unik dikarenakan jumlahnya mendominasi datuktur perekonomian dan terus
bertambah disetiap tahunnya. Pasal 34 ayat (1) ndpdamdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menyatakamvba “Negara mengembangkan

Yndrawati, S., & Amnesti, S. K. WPRerlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten
Kebumen, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah PurworBjarworejo, 2019, him. 29.
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sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan medalyakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengahOmnibus atau dipahami
sebagai metode “sapu jagad”, disampaikan pada &hriZfty Oktober 2019 dalam pidato
pelantikan Presiden Joko Widowo, sebagai presidela periode kedua. Sejalan itu dengan
Kementerian Koordinator Perekonomian menyiapkans&pnundang-undangmnibus law
terutama keterkaitan dengan perizinan usaha mieoil dan menengah berikut dengan
review kebijakan penanaman modal.

Sebelum disahkan UU Cipta Kerja, masih banyak ditean disharmonisasi prosedur
perizinan berusaha bagi UMKM antara undang-undamgperaturan pelaksananya sehingga
membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. dd@nbanyaknya tumpang tindih dan
administrasi pendaftaran untuk mendapatkan izihaisaenjadi berdampak pada panjangnya
proses dalam mendirikan usaha yang menjadi pengitdmlyi pendiri usaha.

Ditetapkannya UU Cipta Kerja bertujuan untuk metadipn lapangan kerja yang
seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara medataseluruh wilayah Indonesia,
perlindungan pada pendiri usaha, peningkatan dkosisnvestasi, kemudahan berusaha,
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerngstasi Pemerintah Pusat dan
percepatan proyek strategis nasional. Selain itl) Whi juga berfungsi untuk
menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap mampat proses pertumbuhan
ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memphrglerizinan berusaha bagi
pelaku usaha, UU Cipta Kerja memberikan kemudalagn fiara pelaku usaha dengan cukup
mendaftar di sistem Online Single Submission (O&H)y merupakan perwujudan amanat
UU Cipta Kerja, yakni dalam Peraturan Pemerintahmbilo 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Rig#m memberikan kemudahan,
perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Sisttgktronik ini terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian bagesintuk penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinamshbea terintegrasi secara elektronik.
Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha sudatm@mperoleh Nomor Induk Berusaha
sekaligus izin berusaha secara elektronik, dimamaini bisa segera didapat disaat yang
sama bagi usaha dengan kategori risiko rendahnidaebagian besar usaha mikro dan kecil
masuk ke dalam kategori risiko rendah, maka dapagah mudah pelaku usaha dapat
memiliki izin usaha dengan proses sangat mudalidagan waktu yang relatif singkat.

Dalam perkembangannya, pembentukan UU Cipta kémjaidbertentangan dengan
beberapa asas-asas dalam pembentukan perundamggandaehingga tidak memenuhi
ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Padgab@f§ November 2021, Mahkamah
Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonany yhajukan oleh Migrant CARE,
Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari SumateratBaahkamah Adat Minangkabau,
serta Muchtar Said, dalam putusan Nomor 91/PUU-K20R0 yang menyatakan
pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan U935 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat separnjdag dimaknai ‘tidak dilakukan
perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusiagiucapkan' dan menyatakan UU Cipta
Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakulabgkan pembentukan sesuai dengan
tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentudamdautusan tersebut.

Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untidnamgguhkan segala tindakan atau
kebijakan yang bersifat strategis dan berdampakdeda tidak dibenarkan pula menerbitkan
peraturan pelaksana baru yang berkaitan denganngddadang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Mahkamah menyatakan apabilamdaenggang waktu 2 (dua) tahun
pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikapajgan UU Cipta Kerja, maka
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undang-undang atau pasal-pasal atau materi muattang-undang yang telah dicabut atau
diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kelnba

Menanggapi keputusan MK tersebut, pemerintah segeraindaklanjuti dengan
penyusunan kembali peraturan perundang-undangag kamudian ditandatangani oleh
Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2@2@pa Perpu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu ini dilakudangan mempertimbangkan kebutuhan
mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, bgakg terkait ekonomi maupun
geopolitik.

DPR telah terinformasi mengenai Perpu tentang Hetga yang berpedoman pada
peraturan perundangan dan putusan MK Nomor 38/PA2Q18B. Sehingga pada tanggal 31
Maret 2023 DPR secara resmi menyetujui PeraturameRetah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jattnundang-undang, melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetBpesturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptagkegnjadi Undang-Undang.

Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai undang-urdlanggap sebagai langkah
yang harus segera diambil untuk mengamankan dewegmra, sekaligus memberikan
kepastian hukum bagi investasi dan pelaku usahaasek usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) yang berkaitan erat dengan pengerajgnaga kerja. Berdasarkan
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada teebr2023 jumlah angkatan kerja
mencapai 146,62 juta orang, 2,61 juta orang dilmenéiebruari 2022. Sebanyak 83,34 juta
orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informak 0,15 persen poin dibanding
Februari 202Z. Untuk memberikan kepastian hukum, Pemerintah ikiggh memberikan
kepastian, kecepatan dan kemudahan, kepada duai,ulsaik dalam kerangka memulai
usaha atau melakukan ekspansi, tidak hanya ditojyemla usaha-usaha besar, tapi juga
UMKM.

Maka dari itu, Implikasi Hukum Bagi UMKM Pasca P&apan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Cipta Kegbagai Undang-Undang,
merupakan kajian yang menarik untuk dilakukan. Rteaoe ini akan mengkaji 2 (dua) hal,
yaitu: Pertama, bagaimana bentuk kemudahan bagi MMiésca Penetapan Perpu Cipta
Kerja Sebagai Undang-Undang. Kedua, kemudahan U&KM dalam Undang-Undang
Cipta Kerja apakah telah sesuai dengan prinsipileead
Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam latar belakdaqat dirumuskan permasalahan
hukum penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk kemudahan bagi UMKM pasca PenetapanuP€ipta Kerja menjadi
Undang-Undang?

2. Apakah kemudahan bagi UMKM dalam Undang-UndangaCi#rja telah sesuai dengan
prinsip keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukumer mative dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Jenis penelitian ini hdalatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuamnimwlari sisi normatifnya. Data yang
digunakan dalam bentuk paraturan perundangamatliteseperti buku, jurnal dan dokumen-
dokumen yang relevan dengan permasalahan. Adapanydag berjenis empiris sebagai
pendukung, penulis peroleh dari hasil penelitizdakulu yang relevan degan kajian penulis.

’Badan Pusat Statistik{eadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023, Berita Resmi Statistik, No.
35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023, him 2.
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PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatsaha yang mampu
memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayakammomi secara luas kepada
masyarakat, dan dapat berperan dalam proses paarerdan peningkatan pendapatan
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, daretzrplalam mewujudkan stabilitas
nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Megam adalah salah satu pilar utama
ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempasamay dukungan, perlindungan dan
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud kebespihsang tegas kepada kelompok
usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan perananalBesar dan Badan Usaha Milik
Negara.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistearanégkum, yang berdasar
pada asas legalitas, dengan sistem pembagian kekuaBenyelenggaraan pemerintahan,
dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerindainad. Salah satu kewenangan dari
pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahanmgitu ymemberikan perizinan
berusaha, dimana Perizinan berusaha adalah peragayi@ng diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk suratfkepn atau pemenuhan persyaratan
dan/atau komitmen.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitgmda seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izinpuauanda daftar usaha. Izin ialah salah
satu instrumen yang paling banyak digunakan dalankur administrasi, untuk
mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau ps#&ppembebasan dari suatu larangan. Selain

itu pengertian izin memiliki pengertian dalam agmpit maupun luas sebagai berikut:

a) lzin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkéibat kurang lebih sama, yakni
dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk knkkn sesuatu yang mesti dilarang;
dan

b) 1zin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan diteyaterkecuali diperkenankan, dengan
tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkagah perkenaan dapat dengan teliti
diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, ini didukofeh sistem perizinan yang umum,
dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penekak hPada dasarnya dalam sistem
izin terdiri dari larangan, persetujuan yang mekapadasar kekecualian (izin), ketentuan-
ketentuan yang berhubungan dengan fzin.

Terdapat istilah-istilah lain yang memiliki kemiaip dengan izin, yaitd::

1) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara gamgbebaskan suatu perbuatan dari
kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan ter&#hihgga suatu peraturan undang-
undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yanméstia (relaxation legis);

2) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untoényelenggarakan suatu
perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakaru suat yang memperkenankan
seseorang untuk menjalankan perusahaan dengadhiras atau istimewa; dan

3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengaerjpak yang besar di mana
kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingg&rsaimya pekerjaan itu menjadi tugas
pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuégnyplenggaraannya kepada
konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabatepatah. Bentuknya bisa berupa

3Philipus M. HadjonPengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, him. 2.
%Y. Sri PudyatmokoPerizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, 2009, him. 17-18.
*Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 196-19
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kontraktual atau kombinasi antara lisensi denganbgeian status tertentu dengan hak
dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Selain itu beberapa ahli memberikan definisi tedpagerizinan dengan sudut
pandang berbeda-beda sebagai berikut:

a) E. Utrecht mengartikarvergunning yaitu apabila pembuat peraturan umumnya tidak
melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga mekeptkannya asal saja diadakan
secara yang ditentukan untuk masing-masing hal rednkeputsan administrasi negara
yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (/ergunning).®

b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mendefinisikain ebagai suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peratemariptah untuk dalam keadaan
tertentu menyimpang dari ketentuan larangan penmudalangan.

c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, ydmrarti suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan peraturan perundang-undaniggnnoemperbolehkan melakukan
tindakan atau perbuatan tertentu yang secara urilararty®

d) Marbun dan Mahfud mendifinisikan izin adalah apalpémbuat peraturan secara umum,
tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakskanai dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yangpeekenaankan perbuatan tersebut
bersifat izin®

e) Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adadaatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pememmntalkk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan pangah. Izin dapat juga diartikan
sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasanatarissangan’

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut KaBesar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak nagchibAdil terutama mengandung arti
bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkamatasa-norma objektif. Keadilan pada
dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, set@pgdidak sama, adil menurut yang satu
belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika sesepraenegaskan bahwa ia melakukan suatu
keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengaerttlen umum dimana suatu skala keadilan
diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari daimpat ke tempat lain, setiap skala
didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh maggdrsesuai dengan ketertiban umum
dari masyarakat tersebut.

Kedilan dalam pandangan Leon Petrazycki dapat akkat berbeda dengan
pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa l&aradu adalah abstrak. Bagi
Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yankrét yang dapat ditangkap melalui
intuisi kita. Petrazyski mengatakaf:

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular

comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice : actually, justice is

nothing but intuitive law in our senses. As a real phenomenon justice is a psychic
phenomenon, knowledge of which can be acquired though self-observation and the joint
method” (doktrin yang dibangun dengan memeprhatikan huldan hukum yang intuitif
tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyayasy ada bahwa keadilan itu adalah

®Andrian SutediHukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, (selanjutnya
disingkat Andrian Sutedi I), him. 167.

"Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 77.

8Andrian Sutedi lpp. cit., him. 170.

®Marbun dan MahfudPokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta,1987, him. 27.

19 utfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004, him. 30.
Uhttps://kbbi.web.id/adil, diakses 30 Juli 2023.

125t Malikhatun BadriyahPenemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan, Badan Penerbit Universitas
Dipernogoro, Semarang, 2010, him. 3.
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fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dap@antdt melalui observasi diri dan
bergabung dengan metode).

Uraian yang dikemukakan Petrazycki menyatakan bakesdilan bukan sesuatu yang
abstrak, yang hanya berada pada dunia nilai-nd@ tanpa perwujudan konkret. Dengan
demikian nilai keadilan harus berada dalam kehidupasyarakat, bukan merupakan sesuatu
yang abstrak.

Sedangkan menurut Gunawan Setiardja, pemahamanabkbadilan merupakan
realitas didefinisikan sebagai beriktit:

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subyekt$uatu kebiasaan, baik jiwa yang
mendorong manusia dengan kemauan tetap dan teneruseuntuk memberikan setiap apa
yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apwy yaenjadi haknya sebagaimana
dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanga diwujudkan oleh hukum. Tiga
tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan hukumkdpastian hukurti’ Untuk mencapai
tujuan hukum tersebut diperlukan instrument hukaam pengaturan perundang-undangan.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan seriuaksewal munculnya filsafat
Yunani. Keadilan dalam cacatan sejarah pemikiranusia dimulai sejak Zaman Socrates,
Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep taorisasi keadilan tetap aktual
dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadithtemukan sejumlah konsep yang terkait
dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Menarik kemudian untuk melihat pengertian keadilmanurut John Rawls. John
Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusiesadalah kebajikan dan kebenaran
tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini measkan aturan yang lebih sederhana dan
elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak seladasgan keadilan, maka harus diubah
maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalglaiaang mengatur untuk mencapai
keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akaengarah pada kesewenang-
wenangan dan penindasan secara terstruktur Keatldak dapat dinegosiasikan atau
ditawarsesuai dengan prinsip keadilan yang dikekark&awls, karena keadilan itu mutlak
dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawlseldigi dengan kritiknya terhadap
kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, menéortkeadilan yang dikemukakan
Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan péeh ahli*>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maknaikeadenurut John Rawls
adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaan. Keadilan itu akan tercapai jika
setiap orang dijamin memiliki kebebasan yang sateéimpangan ekonomi dan sosial harus
diatur sedemikian rupa sehingga pringhe different principle dan prinsipThe Principle of
pair equality of opportunity dapat diterapkarlhe Principle of pair equality of opportunity
berarti bahwa prinsip ini diharapkan paling bermaanfbagi orang yang kurang beruntung,
juga menyatakan bahwa semua posisi dan jabatars emouka bagi semua orang dalam
kondisi dan peluang yang saffa.

3Gunawan Setiardjdilsafat Pancasila Bagian |1: Moral Pancasila, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994,
him. 56.

Achmat Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis, Cet I, PT Gunung Agung Tbk,
Jakarta, 2002, him. 112.

®Andre Ata UjanKeadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisiusblac, Yogyakarta,
2005, him. 21.

*Rawls, JohnTeori Keadilan. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Belajar,
Yogyakarta, 2019, him. 25.
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Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuangndakaryanyanichomachean
ethics, politics, and rethoric.'’” Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak passatapi
bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hakampaeanya sesuai dengan hak
proporsional. Kesamaan hak dipandang manusai sefaaf unit atau wadah yang sama.
Semua warga Negara dihadapan hukum sama. Kesam@gzorgional memberi tiap orang
apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan girestag telah dilakukan atau
mempunyai bobot tertentu. Aristoteles membagi duacam keadilan yakni keadilan
distributief dan keadilarrommutatief. Keadilandistributief adalah keadilan yang memberikan
kepada setiap orang porsi berdasarkan presta$istaibusi yang adil boleh jadi merupakan
distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikanny&niyailainya bagi masyarakaedangkan
keadilan commutatief adalah memberikan sama banyaknya kepada setiam dempa
membeda-bedakan prestasify@alam keadaan distributif pengertian keadilan buenar-
benar persamaan melainkan perbandingan sesuai. b¢itetia dan ukuran tertentu. Pada
mulanya prinsip dasar keadilaistributief yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya
relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam pha#n. Setiap karyawan harus digaji
sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawagbdylaerikan kepadanya. Dengan metode
interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapalam keadilan ini dapat diterapkan dalam
ranah hukum.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancaslzagai dasar negara, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dadda lima tersebut terkandung nilai-nilai
yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapadilan tersebut didasari dan dijiwai
oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilatandahubungannya manusia dengan
dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnyayusia dengan masyarakat, bangsa, dan
negara, serta hubungan manusia dengan Tuhainya.

Bentuk Kemudahan bagi UMKM Pasca Pengesahan Perpu CiptaKerja

Dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan Imggku usaha, sangat
dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur maumngefola masyarakat di dalam suatu
negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum darcipigkan kesejahteraan bagi
masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang disampatkaim Siagian bahwa pemerintah
negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatumalayani, dengan fungsi pengaturan
yang dikaitkan dengan hakikat negara modern selsagéii negara hukunegal state), dan
fungsi pelayanan yang dikaitkan dengan hakikat reegabagai suatu negara kesejahteraan
(welfare state).?° Dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja sebagai gadadang melalui UU
Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah berupaya memberl@miagai kemudahan kepada
UMKM yang merupakan cikal bakal usaha di masyarallatam rangka pengembangan
UMKM demi meningkatkan investasi dan menciptakgrafgan pekerjaan.
Kemudahan Perizinan

Pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Urldadgng memberikan
kepastian hukum kepada pelaku usaha terkait dekeyandahan perizinan usaha. Dari segi
biaya pengurusan, usaha skala kecil mendapatkamgkean biaya dan usaha skala mikro
dibebaskan dari biaya perizinan usaha sebagaimagatakan dalam pasal 87. Pengajuan
pendaftaran berusaha pun dapat dilakukan secatiagdamelalui aplikasi OSS yang

. J. van ApeldoornPengantar IImu Hukum, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, dakaa6,

him. 11-12.

8Carl Joachim Friedrichrilsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, him. 24.
%M. Agus SantosaHukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, him. 85-
86.

sjagian, S.PQOrganisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, him. 128.
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merupakan Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi &eEdektronik dalam pengelolaan
Kementerian Investasi.

Dalam memberikan kemudahan sekaligus menggairap&ean pelaku usaha mikro
dan pelaku usaha kecil agar dapat segera menjaldmdgiatan usahanya, pasal 91 ayat 1
Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengamanatkan Pemerinisdt Ban Pemerintah daerah untuk
melakukan pembinaan dan pendaftaran perizinan asdaérdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Hal iniagglh langkah mitigasi bagi usaha mikro dan
kecil yang masih belum siap mengimplementasikanukihan perizinan dari Perpu Nomor
2 Tahun 2022, terutama dari sisi teknologi.

Dari sisi penjaminan halal pada produk yang dikasil sertifikasi halal yang
diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dapalalmepernyataan halal berdasarkan
standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH tanpandik@aya, seperti yang telah dinyatakan
dalam pasal 48 Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Hal mgaamenguntungkan bagi para pelaku
usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan persaimgdam pasar bebas.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan produlgaarolahan, pasal 64 Perpu ini
memberikan kemudahan dengan pengecualian untuk murngerizinan berusaha dalam hal
pengawasan keamanan, mutu, dan gizi produknya. ddepgmberlakuan pasal tersebut,
bukan kemudian pemerintah mengabaikan keamananu, mddn gizi, namun tetap
dilaksanakan kegiatan pendampingan terhadap peleaina mikro dan kecil dengan
berpedoman pada Cara Produksi Pangan Olahan yan¢®EzOB).

Selain itu dari sisi pendaftaran dan pembiayaanKeddayaan intelektual, Perpu ini
meminta pemerintah untuk memberikan kemudahan dageglerhanaan proses bagi usaha
mikro dan kecil, mengingat kesadaran pelaku usala@ondan kecil untuk melindungi
kekayaan intelektual masih relatif rendah dan umhgmperhatikan aspek legalitas maupun
regulasi. Dengan memberikan kemudahan dan keringdmaya untuk permohonan
pendaftaran kekayaan intelektual kepada para palskha mikro dan kecil, maka geliat
ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil Indondsipat mendukung stabilitas dan
pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif, sedpatl tumbuh lebih cepat dari usaha-
usaha berskala besar.

Kemudahan Pembiayaan dan Permodalan

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pemty kuat dalam
mendapatkan produktivitas atau output, secara maladal merupakan pendorong besar
untuk meningkatkan investasi baik secara langsuadp proses produksi maupun dalam
prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kempitoduktivitas dan outp@t.

Permodalan menjadi salah satu faktor pendukungkymtkembangan usaha mikro
dan kecil yang perlu mendapatkan dukungan pemérisiperti yang dinyatakan pada 77
Perpu Cipta Kerja bahwa Pemerintah Pusat atau Heater Daerah sesuai dengan
kewenangannya memberikan kemudahan, pelindungameataberdayaan bagi koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksaRaaanaman Modal. Meskipun pelaku
usaha UMKM di Tanah Air jumlahnya sangat besar, uraimngga saat ini porsi kreditnya di
perbankan masih berkutat di kisaran 20 persen d$2gmgan kemudahan permodalan
diharapkan memberikan peluang yang lebih besar d¢ramgrasi muda yang memulai usaha
dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha, atau mdrepar skala usahanya.

Sedangkan terkait dengan pembiayaan usaha mikrket#n dinyatakan dalam pasal
87 dan pasal 93. Dalam pasal ini seluruh elememirpeimerintah pusat, pemerintah daerah,
sampai dengan BUMN diminta untuk menyediakan peyalaia baik berupa pinjaman,

2lHusein UmarRiset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, him.
17.
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penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya terhadagembangan usaha mikro dan kecil.
Untuk mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, Presittko Widodo meminta agar
porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapé@ihdkatkan minimal 30% pada tahun
2024, seperti Program pembiayaan Kredit Usaha RakyblR) yang dilakukan oleh
Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaarub&gM.

Kemudahan Persyaratan Ketenagakerjaan

Tenaga kerjanfanpower) merupakan penduduk dalam usia kerja (15-64 tahtm)
jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yangt capmproduksi barang dan jasa jika
ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jikekmenau berpartisipasi dalam aktivitas
tersebuf? Berkaitan dengan ketenagakerjaan, pasal 81 Pelipta GKerja memberi
pengecualian kepada usaha mikro dan kecil terh&dgmtuan upah miniman, sehingga
dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antargudddra dan Pekerja/ Buruh di
Perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar persergdsatut dari rata-rata konsumsi
masyarakat.

Kemudahan Perpajakan

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajakagmi iuran warga kepada
negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakarg langsung dapat ditunjuk dan
digunakan untuk membiayai pembanguffarsumber utama pajak berasal dari aktivitas
ekonomi. Sebagai tulang punggung perekonomiankpelaaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) menjadi satu tumpuan untuk meningkatkan penaan negara. Melalui pasal 92
Perpu Cipta Kerja pemerintah berusaha memberikanudahan dan penyederhanaan
administrasi kepada usaha mikro dan kecil sekaliggentif baik dalam pengajuan perizinan
berusaha, kepabeanan, dan pajak penghasilan.

Dukungan Fasilitasi

Pemerintah senantiasa memberikan perhatian kheshadap sektor Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan kontribugk®r itu terhadap PDB telah
mencapai 61%, dan mampu menyerap tenaga kerja pan@d% dari total tenaga kerja
nasional. Dengan dukungan fasilitasi dari pemdnintdi masa mendatang diharapkan
UMKM dapatgo global dan meningkat partisipasinya dalghobal value chain.

Bentuk komunikasi pemasaran yang berupa aktivitasgsaran yang berusaha
menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujak thengingatkan pasar atas
perusahaan atau produknya agar bersedia meneriemabeti dan loyal kepada produk yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan merupakansi promosi menurut Tjiptond'.
Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kedla pasal 104 Perpu Cipta Kerja,
pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usdikanegara, badan usaha milik daerah
dan badan usaha swasta diwajibkan mengalokasikayeg@an tempat promosi dan
pengembangan paling sedikit 30 persen dari infrei&tr publik. Hal ini sebagaimana yang
diimplementasikan dalam penandatanganan nota Kemea pada tanggal 5 Juli 2022,
antara Kementerian Koperasi dan UKM, KementeriakeRg@an Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR), Kementerian BUMN, dan Kementeriarh@eungan berupa komitmen 30
persen penyediaan area komersial infrastrukturilpddaigi usaha mikro dan kecil, dengan
harga sewa yang terjangkau di sejumlah ruang pubdgerti bandara, stasiun, pelabuhan,
terminal, bahkan area istirahat jalan tol.

Selain alokasi penyediaan tempat promosi dan pelbgegan usaha, diperlukan
pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dahdeperti yang dinyatakan dalam

ZMulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006, him. 59.

#Bohari, Pengantar Hukum Pajak, ed Revisi, cet x, PT. Raja Grafindo Persada,ri&k2014, , him.25.
#Tengku Firli MusfarBuku Ajar Manajemen Pemasaran, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2020, him. 141.
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pasal 89 dan pasal 98 Perpu Cipta Kerja, agar raetielak terperangkap pada skala
usahanya. Dengan pendampingan melalui program askulyang diselenggarakan
pemerintah, diharapkan dapat melahirkan wirausalggh mencapai rasio 4 persen terhadap
jumlah penduduk pada 2024 serta mendorong parayetaha mikro dan kecil dapat naik
kelas, dimana saat ini dari total 64,2 juta peldkdKM, 99,6 persen merupakan pelaku
usaha mikro. Melalui program ini para pelaku usditetin mulai dari cara membuat produk,
memasarkan, hingga mengakses pendanaan.

Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan huksebagai bentuk pengayoman
terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orangli perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak gitsegikan oleh hukurA> Sedangkan
mengacu pada pendapat C.S.T. Kansil, perlindunga&urh merupakan berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegakrhukutuk memberikan rasa aman, baik
secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan tyitencaman dari pihak managiin.

Untuk memberikan rasa aman pada para pelaku usdédna dan kecil pemerintah
memiliki kewajiban untuk memberikan layanan bantudan pendampingan hukum
sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 96 Penpia ®erja. Hal ini telah
diprogramkan pemerintah melalui Kementerian Kopeda®n UMKM. Para pelaku usaha
hanya perlu mengajukan permohonan kepada Kemamt&wgerasi dan UKM dengan
mencantumkan nomor induk usaha dan dokumen hukikaitteDan dalam pelaksanaannya
dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagaalpibehingga literasi, layanan bantuan, dan
pendampingan hukum dapat dimanfaatkan oleh paskyelkaha.

Peningkatan Peluang dan Kesempatan Berusaha

Banyak pelaku usaha mikro dan kecil mengandalkasatpperbelanjaan dalam
memasarkan produknya pasca pandemi covid-19, gghikglaborasi sektor perdagangan
ritel dan pelaku usaha mirko dan kecil perlu tedikembangkan. Pemerintah telah
memberikan berbagai macam stimulus untuk memulid@ekonomian, khususnya bagi
para pelaku usaha mikro dan kecil, dengan harapmenyalk usaha mikro dan kecil di
Indonesia dapat masuk ke dalam mata rantai sel@ragangan ritel. Ini selaras dengan
amanat pasal 46 Perpu Cipta Kerja tentang kebdwihpemerintah kepada usaha mikro dan
kecil dalam pengaturan pengembangan, penataan, pgambinaan yang setara dan
berkeadilan terhadap sarana-sarana perdagangan.

Dalam memberikan peluang, kesempatan berusahaamahkmberikan jalan bagi
usaha mikro dan kecil untuk naik ke skala usahagylebih tinggi, Perpu Cipta Kerja
mendorong pelaksanaan program kemitraaan dalam pdsgpasal 87, dan pasal 103.
Dorongan ini sangat penting dengan melihat kesiaggaha mikro dan kecil untuk kemitraan
yang dinilai masih rendah. UMKM masih cenderungddan sendiri-sendiri dan sulit masuk
dalam kemitraan untuk rantai pasok utama indudtiia dari Bank Pembangunan Asia 2021,
partisipasi kemitraan UMKM Indonesia dengan raptaiduksi global baru 4,1 persen dari
total unit usaha. Badan Perencanaan PembangunanbBla®appenas) pada 2020 mencatat,
jalinan kemitraan usaha menengah kecil dan usahamgah besar baru sekitar 7 persen.
Selain itu dukungan yang wajib diberikan dari ggmerintah, dengan mengalokasikan
paling sedikit 40 persen produk/jasa Usaha Mikra #a&cil hasil produksi dalam negeri
dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat daerif@h Daerah yang dinyatakan
dalam pasal 97 Perpu Cipta Kerja. Dalam pelaksaryaampemerintah telah menerbitkan
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 untuk memperluas peedla usaha kecil dan koperasi

“gatjipto Rahardjollmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him.54.
%C.S.T. KansilPengantar |Imu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, him.102.
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dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaHalkénin katalog elektronik. Kewajiban

penggunaan produk dalam negeri dilakukan untuk ykodalam negeri yang memiliki

penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri DIY).

Prinsip Keadilan terhadap Kemudahan bagi UMKM

Pada masa sebelum penetapan UU Cipta Kerja, yamgdian digantikan dengan
Perpu Cipta Kerja, banyak kendala dan hambatan génaglapi pelaku usaha, terutama pada
usaha mikro dan kecil. Berbagai program telah dadakkan pemerintah, namun belum
memberikan dampak yang signifikan terhadap perkegdra usaha mikro dan kecil.
Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya sebaghut:

1) Ketidakpastian prosedur perizinan akibat tumpamgliti antar peraturan perundang-
undangan, yang berdampak pada tingginya biaya uksahilim bisnis tidak sehat.

2) Keterbatasan akses sumber pembiayaan untuk moalas.uBenyebabnya masih banyak
pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami kesuliintuk mendapatkan akses kredit
dari bank atau lembaga keuangan lainya, baik kakamalala teknis, seperti tidak
mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala noistekeperti akses informasi ke
perbankan. Berdasarkan studi yang dilakukan PwGi gadun 2019, setidaknya 74
persen UMKM di Indonesia belum mendapat akses kegdu pembiayaan dari lembaga
keuangan formal.

3) Kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar baikedtkp maupun menembus pasar
global. Hal ini akibat dari permasalahan legalitagnimnya pengetahuan mengenai
NPWP, pentingnya nomor induk usaha, Hak Kekayateidktual (HAKI), izin prosedur
ekspor impor, izin usaha, hingga sertifikasi keaamgpangan, serta sertifikasi halal.

4) Kesulitan dalam menangani data terkait karyawastesi penggajian, sistem kehadiran,
dan melacak kinerja serta produktivitas karyawannya

5) Terbatasnya sistem operasional bisnis yang berlgamudengan persoalan administrasi,
seperti perencanaan, pengelolaan persediaan baemgglolaan logistik, dan pencatatan
pemasok barangupplier).

6) Keterbatasan pengetahuan pemasaran dan penjualan.

7) Rendahnya motivasi dan tujuan bisnis dan keteram@umber daya manusia. Motivasi
mereka dalam membangun bisnis seringkali karentorfdéebutuhan sehingga ambisi
untuk menumbuhkan bisnis dan memaksimalkan keuatupgn cenderung rendah.

UMKM merupakan usaha yang dijalankan baik secadivitu, rumah tangga,
maupun badan usaha skala kecil. Penggolongan usktkakan mengacu pada batasan
omset, aset, dan jumlah karyawan. Peran UMKM mé&mihilai strategis dalam
memperkokoh perekonomian nasional yang dipandabggse suatu kelompok unit usaha
yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaharasewsional yang nantinya dapat
meningkatkan tarif hidup dan daya saingnya. UMKMrupakan kewirausahaan yang
berproses dan perlu mendapatkan perhatian yang $eksama dari berbagai aspek. Namun
keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber ol@yaisia, dan kelemahan penguasaan
teknologi menjadi faktor-faktor yang memperlambarkembangannya. Karenanya perlu
dukungan diantaranya berupa peraturan perundagigadayang berpihak kepada usaha
mirko dan kecil. Dengan disahkannya Perpu Nomoal2if 2022, diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi usaha mikro dan kecil untuk semakituimduh, berkembang, dan bersaing di
era global dan pasar bebas.

Sebagaimana makna keadilan menurut John Rawls alempkesetaraan dalam
ketidaksetaraan, setelah diberlakukan UU Cipta&dgn kemudian diganti dengan Perpu
Cipta Kerja, cukup banyak kemudahan yang diperpi@ta pelaku usaha skala mikro dan
kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan usah@iydalamnya sudah mengatur dan
memuat banyak regulasi, yang berupaya untuk memgigkan porsi usaha antara usaha
mikro dan kecil dengan para pelaku industri besatuku mempersempit kesenjangan.

1347



Pengembangannya ini terus menerus diupayakan,rdantejatinya penciptaan lapangan
pekerjaan yang paling besar di Tanah Air berasal asaha mikro dan kecil. Dengan

demikian penetapan serangkaian regulasi yang téumakalam Perpu Cipta Kerja dapat
menyeimbangkan porsi usaha besar, menengah, daanter usaha mikro dan kecil sehingga
dapat tercipta keadilan iklim usaha dan keadilagi palaku UMKM di seluruh Indonesia

dengan jauh lebih maksimal.

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiataina yang mampu
memperluas lapangan kerja dan memberikan pelaygkwomi secara luas kepada
masyarakat, dan dapat berperan dalam proses paareddn peningkatan pendapatan
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dartzergalam mewujudkan stabilitas
nasional. Pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dnéhjdang-Undang memberikan
kepastian hukum kepada pelaku usaha sekaligus ledrandialam berbagai aspek,
diantaranya:

1) Kemudahan Perizinan;

2) Kemudahan Pembiayaan dan Permodalan;

3) Kemudahan Persyaratan Ketenagakerjaan;

4) Kemudahan Perpajakan;

5) Dukungan Fasilitasi;

6) Perlindungan Hukum;

7) Dan Peningkatan dan Kesempatan Berusaha.

8) Dengan penetapan serangkaian regulasi dalam PgopaKerja dapat menyeimbangkan
porsi usaha besar, menengah, dan terutama usahadaik kecil sehingga dapat tercipta
keadilan iklim usaha dan keadilan bagi pelaku UMKMseluruh Indonesia dengan jauh
lebih maksimal.
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ABSTRACT

The birth of the Agrarian Law of 1960 was the begig of the implementation of positive laws on laind
Indonesia. However, in the Agrarian Principles Laas not fully regulated the right of coastal andalém
islands, some people even say that the coastabdaoyis not an object in UUPA. This polemic is ie&sing in
line with the status of Indonesia which adopts msaechipelago country, so the coastline and alsosthall
islands in Indonesia also need a clear arrangerSamte the enactment of Government Regulation Moofl
2004 on Land Settlement of coastal boundaries arall $slands that are generally included in pratdcareas
can be given Land Rights except in forest areds jsHfurther strengthened by Law Number 1 of 2@hd also
detailed Regulation Minister of ATR / KBPN No.17 2016. Thus paying attention to the rules and atsthe
basis of legal certainty and utility, the layoutlafd in coastal and small island border areasheagiven rights
to land. Even so far no court decision has revdkedcertificate of land rights due to the judg@asideration
of entering the coastal border.

Keyword : agrary arrangement, coastal, island

PENDAHULUAN
L atar Belakang

1. Kedudukan Indonesia Sebagai Negara K epulauan

Indonesia adalah negara kepulauan yang memilikissel6.056 pulau (Kemendagri,
2018) tentunya bidang penataan agraria di Indomasiailiki ciri khas tersendiri yaitu
berbasis pada negara kepulauakrclfipelagic Sate). Adapun pengertian negara
kepulauan adalah “suatu Negara yang seluruhny&itdedi satu atau lebih kepulauan
dan dapat mencakup pulau-pulau lain”, sedangkaml&ean berarti “suatu gugusan
pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaraiayalain-lain wujud alamiah yang
hubungannya satu sama lainnya demikian eratnyanggdipulau-pulau, perairan dan
wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesagemyrafi, ekonomi dan politik yang

1350



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 2, 2024

hakiki, atau yang secara historis dianggap sebaganikian”® dengan demikian

ketentuan UNCLOS selain mempertegas Indonesia aebsgpara kepulauan juga
mempertegas bahwa otomatis Indonesia memiliki gpastai yang cukup banyak
sehingga perlu dilakukan pengaturan yang membeai kaadilan baik dari sisi kepastian
dan kemanfaatan.

2. Permasalahan Pertanahan di Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai

Permasalahan pertanahan di wilayah pulau-pulad 8aoi sempadan pantai cukup
besar, hal tersebut jika ditinjau dari peraturangyada (asas kepastian hukum) masih
terdapat peraturan perundang-undangan yang belunmgakemodasi permasalahan
tersebut dan atau terdapat konflik norma di peaatyperundang-undangan tersebut.
Akibat adanya konflik norma tersebut timbuldiscrazy dalam pemberian hak, dan
discrazy tersebut terkadang berubah antara tahun yang tdujadekarang, dan dimasa
yang akan datang. Sebagai contoh si A membeli t&keplada si B (surat Sporadik)
kemudian si A mohon sertikipat Hak Atas Tanah yi@sinya berada di Sempadan
pantai pada tahun 2002, namun ketentuan padatsaatadapat 2 (dua) pilihan, tidak
diberikan hak atas tanah atau diberikan hak atehtaamun dipotong beberapa meter
karena masuk sempadan pantai. Kemudian pada t&ddnkarena mengetahui sertipikat
A dipotong, si B membuat sporadik baru (sisa paaongang tidak masuk sertipikat)
kemudian si B mendaftarkan sporadiknya melalui Roog PTSL tahun 2017 dan
terbitlah Sertipikat Hak Atas Tanah, mengetahuitbeebut Si A merasa dirugikan dan
terjadilah sengketa.

Selain terdapat permasalahan karena berkaitanademgrma peraturan perundang-
undangan juga terdapat permasalahan terkait peatanféanah di wilayah pulau-pulau
kecil dan sempadan, sebagai contoh Si C membangdlanKécil pada tahun 1980 di
sempadan pantai seiring berkembangnya waktu aitsebut semakin berkembang pada
tahun 2008 si C ingin memperluas villanya namuakitisa dikarenakan terkendala
perizinan pemanfaatan wilayah sempadan pantai, d@mutahun 2010 si C ingin
memperpanjang izinnya namun terkendala perizinga jlbahkan Villa si C dianggap
melanggar ketentuan Undang-Undang Tata Ruang kaergunan permanen. Otomatis
si C usahanya terkendala dan akhirnya tutup, kaagaya di PHK akhirnya timbulah
masalah sosial ekonomi.

Permasalahan pulau-pulau kecil yang justru beilibgrtdrbalik dengan permasalahan
sempadan pantai, lahirnya Undang-Undang Nomor Rint2007 (diubah dengan UU
No.1 Tahun 2014) memberikan peluang untuk melakukaestasi di kawasan pulau-
pulau kecil namun ketika pelaku usaha sudah metkkapaerizinan, pulau-pulau kecil
tersebut tidak kunjung dikelola dan dibiarkan begja, kemudian pulau-pulau tersebut
dihuni nelayan untuk mengeringkan ikan ataupunatagiistirahat dan dibangunlah oleh
nelayan bangunan berugak (rumah kayu) untuk istiradehingga pulau-pulau tersebut

! Article 46 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982, telah diratifikasi dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
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di okupasi masyarakat dan pemilik izin atau bahkak atas tanah di pulau-pulau kecil
ini merasa dirugikan sehingga menimbulkan sengketélik.

Selain permasalahan tersebut juga terdapat pelahasadimana pelaku usaha atau
calon pelaku usaha mendapatkan izin rekomendasamqfaatan ruang atau hak atas
tanah di pulau-pulau kecil dan sempadan pantamiguupakan modus untuk jual beli
tanah (usaha sebenarnya jual beli tanah bukanpasaisata sebagaimana perizinan
yang dia mohon untuk mendapatkan Hak Atas Tanait) teal tersebut merugikan bagi
pelaku usaha yang benar-benar mencari tanah urgldkakan investasi di bidang tanah
tersebut karena harganya bisa melambung atautBdsgdia tanah yang sesuai.

3. Permasalahan Persepsi Pengertian Tanah Negara (Pulau-Pulau Kecil dan
Sempadan Pantai)

Tidak sedikit pula yang memepertanyakan sertipiiait atas tanah atau perizinan
yang terbit di sempadan pantai atau pulau-pulaul kexena masih beranggapan
sempadan pantai dan pulau-pulau kecil adalah taeghra jadi tidak boleh dimiliki atau
dikuasai oleh siapapun kecuali negara bahkan eksy@ adalah persepsi menerbitkan
hak atas tanah di tanah negara (sempadan pantg@utiunpulau kecil) mengakibatkan
kerugian negara, karena tanah negara milik negded. tersebutlah yang kadang
mengakibatkan pejabat yang berwenang menjadi ragubahkan tidak berani memberi
hak atas tanah maupun memberikan perizinan di ahlasempadan pantai dan pulau-
pulau kecil, tentu hal tersebut dapat mengakibatkdmmbatnya investasi yang masuk
dan bertentangan dengan pengertian Indonesia sé\begmra Kepulauan.

Rumusan Masalah

1. Apakah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil ddipsrikan Hak Atas Tanah
berdasarkan asas kepastian dan asas kemanfaatan?

2. Apakah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil jikaridan hak atas tanah dapat
mengakibatkan Kerugian Negara?

3. Bagaimanakah mekanisme penataan pertanahan di dampantai dan pulau-pulau
kecil guna mengendalikan sengketa dan konflik pattan di wilayah tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisanadalah penelitian hukumefjal
research). Menurut Morris L.Choen dan Kent. C Olsen, tipegal research adalah suatu
proses menemukan hukum yang mengatur perbuataraldiaitas pergaulan manusia, yang
melibatkan aturan yang dibuat oleh negara dan ktangang menjelaskan atau menganalisis
aturan tersebtft.

A. Pendekatan Masalah:

’Peter Mahmud marzukPenelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008,6hal.9
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1. Pendekatan Undang-Undarsigfute approach), dilakukan dengan cara menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengamagalahan yang ditangahilalam
hal ini pendekatan Undang-Undang berasal dari Updlandang Nomor 5 Tahun 1660
jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-bigpéddomor 1 Tahun 2004.

2. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang diganaktuk merujuk prinsip hukum
terkait dengan pembahasan. Prinsip-prinsip hukupatdditemukan dalam pandangan
sarjana dan dapat dari doktrin-doktrin hukdm..

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau K ecil

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Talid 2Sempadan Pantai
adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya nsiopal dengan bentuk dan kondisi fisik
pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pmpaertinggi ke arah dardt’dengan
demikian panjang sempadan pantai yang disepaki@mdiaidah hukum Indonesia adalah
sejauh minimal 100 (serratus) meter dari titik pastertinggi ke arah darat.

Sedangkan pengertian Pulau-Pulau Kecil adalah tPKkecil adalah pulau dengan
luas lebih kecil atau sama dengan 2.00G kina ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan
Ekosistemnya” dengan demikian dikatakan pulau kecil adalahljiksnya sama dengan dan
atau kurang dari 2.000 Km
. AsasKepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan

Berbicara asas tentu tidak dapat dipisahkan damaneatau pembentukan suatu
aturan hukum, bahkan menurut Professor Peter Mahtidadam bukunya Pengantar limu
Hukum menjelaskan bahwa asas merupakan kaidah ryemglasari dalam pembentukan
undang-undang, sedangkan dalam peraturan perunmaaggan dalam hal ini Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan secara jp&sggenai AUPB (Asas Umum
Pemerintahan yang Baik). Hal tersebut yang mergadoman bagi pelaksana Tata Usaha
Negara (TUN) terutama para pejabat TUN yang akanenbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN). Dengan demikian berpedoman terhadaf’B merupakan perintah
Undang-Undang.

Pada dasarnya Kantor Pertanahan maupun Kantor aMileBadan Pertanahan
Nasional (BPN) ataupun Kementerian ATR/BPN merupakadan/lembaga Tata Usaha
Negara (TUN), dalam kaidah hukum Peraturan PenadriNtomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah memang mengisyaratkan BPN mempaknbaga TUN yang hanya
dapat memeriksa berkas secara formil dalam arikankelengkapan terpenuhi maka dapat
diberikan Hak Atas Tanah ataupun layanan pertan&hanya. Hal tersebut sangat masuk
akal guna menyelesaikan pendaftaran bidang tanatp gda di Indonesia secara cepat dan
progresif.

®lbid. Hal.133
“|bid. Hal. 138
> Ketentuan Pasal 1 Angka 21
® Ibid Angka 3
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C. Pemberian/Penegasan/Pengakuan Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai dan Pulau

Kecil berdasarkan Asas K epastian Hukum dan Kemanfaatan.

Setelah didapat pengertian sempadan pantai damu faeil tahapan selanjutnya
adalah mengenai bisa atau tidaknya sempadan parapulau kecil untuk diberikan Hak
Atas Tanah, tentu sebelum membahas hal terselebitedahulu dilakukan analisa yuridis
terlebih dahulu mengenai status tanah tersebuaaipalasuk tanah negara yang dalam hal ini
masuk kawasan APL (area penggunaan lain) atauujusidah diakui dan dikuasasi
masyarakat secara adat dan turun temurun.

Jika status tanah tersebut belum dilekati hak maudgaium diakui oleh masyarakat
adat dan belum juga dikuasasi secara fisik makasstanah tersebut menjadi tanah negara,
tanah negara dalam hal ini adalah bukan tanah gatapat dari pengadaan tanah dan atau
dimiliki oleh pemerintah, akan tetapi tanah neggamag masih dikuasasi oleh negara dan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tal@® Jo Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 diberikan kewenangannya kepddateri ATR/ KBPN untuk
memberikan hak atas tanah tersebut.

Pemberian Hak Atas Tanah mengacu pada Peraturaeriftah No. 24 tahun 1997,
tetapi sempadan pantai dan pulau kecil memilikraatiex specialist (berlaku khusus) yaitu
mengacu pada Undang — Undang No.1 Tahun 2014 datuRen Pemerintah No.16 Tahun
2004 tentang Penatagunaan Tanah yang mana paddlPaseat (1) PP No.16 Tahun 2014
menyatakan bahwa “Terhadap tanah dalam kawasaonbngang belum ada hak atas
tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecudh gawasan hutan.”, dengan demikian
sempadan pantai dan pulau kecil dapat diberikaratektanah.

Jika dikaitkan dengan asas Kepastian Hukum, pearbdrak atas tanah pada sempadan
pantai dan pulau kecil merupakan bentuk pembergmagtian hukum atas status tanah
tersebut, terhadap pemanfaatan dan penggunaanttasahut disesuaikan dengan tata ruang
masing-masing wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi.

Jika dikaitkan dengan asas Kemanfaatan, sempadaai mapat dimanfaatkan untuk
kegiatan pariwisata, pelabuhan, usaha perikanankdgmtan lainnya yang memiliki nilai
ekonomi bagi masyarakat, begitu pula dengan puésmil kehingga menambah peningkatan
perekonomian masyarakat maupun perekonomian négamaerintah diuntungkan dengan
adanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BanguiihT@ dan Pajak Perolehan Hak
(PPH) maupun perpajakan lainnya yang berkaitan atfengemanfaatan tanah tersebut/
digunakan untuk berusaha). Selain membawa manégainiasyarakat dan negara dalam hal
ekonomi, juga menambah bukti kedaulatan negarausimys pulau kecil yang terluar.

. Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai dan Pulau Kecil Dikaitkan dengan
Doktrin Kerugian Negara didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian hak atas tanah pada sempadan pantaildankgcil harus dilihat status tanah
tersebut apakah termasuk kedalam aset pemerintah katkan. Berdasarkan Ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perberakia Negara dijelaskan bahwa
“Barang milik negara/daerah yang berupa tanah g#ngasai pemerintah pusat/daerah harus
disertipikatkan atas nama pemerintah republik led@Pemerintah daerah bersangkutan”

’ Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
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Sehingga dengan demikian dikatakan tanah sebaglpeamerintah pusat/daerah adalah
sebagai berikuf
Kekayaan Negara yang dikelola oleh pemerintah piating milik negara adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN lzerasal dari perolehan lainnya yang
sah (Pasal 1 butir 10 UU No.1 Tahun 2004)

Kekayaan negara yang dikelolah oleh pemerintahattaestonom provinsi/kabupaten/kota;
Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh aésan APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah;

Kekayaan Negara yang dipisahkan dan dikelola oléMB dan BUMD.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas bahnah Negara bukan merupakan aset
pemerintah atau pemerintah daerah jika belum diikant sertipikat hak atas tanah atas nama
pemerintah dan atau pemerintah daerah, dengan identidlak boleh adanya kriminalisasi
yang dilakukan kepada pejabat kantor pertanaharatdankantor wilayah badan pertanahan
nasional dan atau menteri ATR/KBPN dengan dalihugigan negara dikarenakan telah
menerbitkan sertipikat hak atas tanah diatas taegfara. Sehingga berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak ada unsur kerugggiara dan atau perekonomian negara
sebagaimana yang dipersangkakan dalam undang-utishaas pidana korupsi jika tanah
tersebut belum didaftarkan atas nama pemerintepieistru dengan diterbitkannya hak atas
tanah di wilayah tersebut akan membawa peningkp&iekonomian masyarakat maupun
meningkatkan perekonomian negara yang bersumbeBB&TB (Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan), Pajak perolah hak atas tdaahperpajakan lainnya terkait dengan
usaha yang dijalankan diatas tanah tersebut.

kemudian Pasal 2 ayat (2) UUPA dikemukakan bahalarhenguasai negara adalah
memberikan kewenangan kepada negara untuk merdgiunenyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumidaar,ruang angkasa. Hak menguasai
negara bukanlah berarti negara yang memiliki tatethpi memberikan kewenangan kepada
negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsaebid pada tingkatan tertinggi untuk
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggupassediaan dan pemeliharaan
bumi, air, dan ruang angkasa.

E. Mekanisme Penataan Wilayah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau K ecil

Mekanisme penataan wilayah sempadan pantai dam-pulau kecil khususnya dalam
pemberian hak atas tanah diatur dalam Peraturanekekgraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.17 Tahun 2016 tentengtaan pertanahan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjelaskan faamapertanahan di wilayah pesisir yang
meliputi pantai dan perairan pesisir yang diukwi daris pantai ke arah laut sampai sejauh
batas laut wilayah provinsi. Pada Pasal 5 PermeR/ABPN No 17 Tahun 2016 dijelaskan
bahwa untuk pemberian hak atas tanah pada pamiga ldapat diberikan untuk:

Bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keama
Pelabuhan atau dermaga;
Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;

& Julius Sembiring, S.H.,MPA, Tanah Negara, Kencana, Jakarta, Hal.15
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Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggatyamakat yang secara turun temurun
sudah bertempat tinggal di tempat tersebut;
Pembangkit tenaga listrik.

Pada pemberian hak atas tanah pada perairan pesiya dapat diberikan pada:
Program strategis negara,
Kepentingan umum;
Pemukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat; d
Pariwisata.

Selain itu terdapat persyaratan tambahan untulatektanah di wilayah pesisir yaitu
harus:
Peruntukkannya harus sesuai dengan rencana ta ateu rencana zonasi wilayah pesisir;
Mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah dalain belum diatur mengenai
peruntukkan tanah dalam RTRW;
Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.
Ketentuan persyaratan tambahan tersebut dikecuoakkbadap anggota dan atau masyarakat
hukum adat yang telah tinggal dan menetap di whlgyasisir secara turun temurun dapat
diberikan hak atas tanah tanpa harus memenuhitsganrbahan.

Penataan pertanahan di pulau-pulau kecil menursdlPaPermen ATR/ KBPN No 17
Tahun 2016, pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak ganah dengan mekanisme penguasaan
atas pulau kecil paling banyak 70% dari luas pu#au sesuai dengan arahan rencana
RTRW, selain itu wajib mengalokasikan paling sedB0% dari luas pulau kecil tersebut
untuk digunakan sebagai kawasan lindung, area lpultiau kepentingan masyarakat.
Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal diperiukantuk kepentingan nasional,
pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan pulau-gecil secara utuh. Selain itu
menurut Pasal 10 Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun Z#E@uasaan dan pemilikan tanah
di pulau kecil tidak boleh menutup akses publikesgpa. Akses perorangan atau kelopok
orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkar, dimencari pertolongan dalam
pelayaran; b. Akses perorangan atau kelompok atangan izin resmi untuk melaksanakan
kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konserdasi preservasi.

Selain syarat tersebut pemberian hak atas tanalus hanemenuhi syarat a.
Peruntukkannya harus sesuai dengan rencana taig ateu rencana zonasi wilayah pesisir;
b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah daerahmddlal belum diatur mengenai
peruntukkan tanah dalam RTRW; c. Memenuhi ketenpggizinan dari instansi terkait.

Dengan demikian sempadan pantai dan pulau kecdtahperikan hak atas tanah dengan
ketentuan dan mekanisme tersebut di atas.

F. Putusan Pengadilan Mengenai Sengketa Kasus Tanah Sempadan Pantai (Kasus
Tanah Sempadan Pantai di Desa Senteluk Lombok Barat-NTB)

Hingga saat ini belum ditemukan putusan pengadidamsusnya pengadilan Tata

Usaha Negara (TUN) yang membatalkan Sertipikat Hstias Tanah yang mana
pertimbangan hukumnya adalah tanah tersebut masak tsempadan Pantai, andaikatapun
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dibatalkan penyebab pembatalan adalah karena adwoanhistrasi lainnya bukan karena alas
an masuk sempadan Pantai.

Dan terdapat kasus yang menarik khususnya Kasusn@ban dengan terbitnya
Sertipikat Hak Atas Tanah yang berada pada sempRdatai di Desa Senteluk Kecamatan
Batu Layar Lombok Barat. Pada kasus tersebut pada alawnya pemilik tanah
memperbolehkan Masyarakat untuk menempati lahaselat untuk digunakan kegiatan
berusaha namun lama kelamaan lahan tersebut digewadkh Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) senteluk tanpa sepengetahuan penggugatoled Pemerintah desa ditetapkan
sebagai lokasi Usaha bagi Sebagian Pelaku UsahbMikm (UMK), dan ditambah dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Membangun poskok UMK disana. Pada saat
pemilik lahan mengetahui bahwa lokasi lahannya lsmdanjadi tempat usaha dan disewakan
oleh BUMDES tersebut maka pemilik lahan keberatan dkhirnya mengajukan gugatan
Perbuatan Melawan Hukum Ke Pengadilan Negeri Matara

Bahkan dalam perkara tersebut pemerintah desadikmgmpmatan bersikukuh bahwa
Tanah Tersebut merupakan tanah milik negara danimteenKantor Pertanahan (BPN)
Lombok barat membatalkan sertipikat terséBut

Oleh BPN Lombok Barat pemerintah Desa disarankamgajakan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun belurpatemengajukan gugatan ke PTUN
Pemilik Sertipikat mengajukan gugatan PMH Ke PeilgadNegeri Mataram dikarenakan
objek tanah yang mereka miliki dikuasai fisik olehang lain dalam hal ini BUMDES
Senteluk.

Pada Pengadilan Tingkat pertama gugatan dikabukanmenyatakan para tergugat
melakukan PMH namun tergugat mengajukan bandingodietm pengadilan Banding tetap
menguatkan Pengadilan Tingkat Pertama, hingga isa&iasus tersebut sedang diajukan
kasasi, namun berkaca pada perkara-perkara sebglumium ada putusan pengadilan yang
membatalkan Sertipikat disempadan Pantai karesaralmasuk sempadan Pantai, terkecuali
karena alasan lain semisal tanah disempadan Rargabut merupakan milik seseorang atau
badan hukum yang seharusnya berhak (berada diabelyal) yang saat pengajuan sertipikat
di masa lampau dipotong oleh BPN karena masuk sganp@antai. Maka persoalan tersebut
pengadilan bisa saja mebatalkan Sertipikat terskbrgna alasan sudah ditetapkan batas
sempadan Pantai oleh sertipikat sebelurfinya

Sedangkan pada kasus di Desa senteluk sertipidlahsada sejak dahulu dan dalam
proses penerbitan sertipikat juga terdapat surat-ssyarat formil yang diketahui dan

° Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mtr Yang mana dalam putusan pengadilan
tersebut menyatakan Penguasaan lahan yang dilakukan BUMDES Senteluk, Pemdes Senteluk, Kecamatan
Senteluk, dan Kementerian Kelautan Perikanan diatas Sertipikat Hak Atas Tanah penggugat merupakan
perbuatan melawan hukum,dan menyatakan Sertipikat hak Atas Tanah tersebut merupakan alat bukti yag sah
dan kuat atas kepemilikan lahan di sempadan Pantai tersebut.

1% https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502775388/polemik-di-tanjung-bias-bpn-sarankan-pemdes-
senteluk-gugat-ke-ptun diakses 3 April 2024

1 Terdapat perkara di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mebatalkan sertipikat sempadan Pantai karena
alas an Sempadan Pantai tersebut sudah ditetapkan pada sertipikat pendahulunya (SHGB A.N. PT. maluk Griya
Amphibia) sehingga sertipikat Hak Milik Yang berada didepannya dibatalkan oleh pengadilan sebab yang
berhak atas tanah tersebut adalah PT. MGA
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diberikan oleh Kantor Desa Setempat seperti Spikr&dirat Pengalihan Garapan, dan surat-
surat lainnya yang terdapat nomor register desaldanda tangani kepala desa. Namun pada
faktanya kebanyakan setiap pergantian rezim kepaka kebijaan pertanahan setenpat
mengalami perubahan, hal tersebut sangat mempémngdatus kepemilikan lahan terelbih
tanah-tanah yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Berkaca pada kasus di desa senteluk, jika pemeriega senteluk keberatan atas
terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut makgogyanya produk yang mereka
keluarkan hendaknya dibatalkan terlebih dahulu (&gik dan lain sebagainya) namun perlu
dikaji apakah pembatalan surat-surat tersebut tiggllanggar hukum atau bahkan melampaui
wewenang.

Menurut Penulis idealnya Pemerintah Sebagai LemlbPsgg/elenggara pemerintahan dan
memiliki kewenangan untuk mengatur hendaknya memdapemilikan lahan khususnya
sempadan Pantai, dan Batasan-batasan yang jeladilegiaudian hari tidak terjadi polemic
di Masyarakat. Dan dalam pembentukan peraturamgang-undangan diharapkan cermat
dan jeli agar tidak terjadi konflik norma yang marab bingung Masyarakat seperti pada
Peraturan Pemerintah tentang penatagunaan tanaperimtehkan terbit Hak Atas Tanah di
Sempadan Pantai (Kwasan Lindung) tapi terbit pergang membatasi luasan sempadan
Pantai dan tidak jelas Batasan-batasan yang adkala@da larangan terbit hak atas tanah di
sempadan Pantai atau memperboleHkan.

KESIMPULAN

Pemberian hak atas tanah di sempadan pantai dan ketil jika ditinjau dari asas
kepastian hukum dapat memberikan kepastian hukuhadep status kepemilikan tanah
tersebut dan juga tidak ada peraturan perundanghgash yang melarang penerbitan
sertipikat hak atas tanah pada lokasi tersebu. ditinjau dari asas kemanfaatan, pemberian
hak atas tanah pada sempadan pantai dan pulaudeg@Et meningkatkan perekonomian
masyarakat maupun negara dan menjaga kedaulataraneg

Sempadan pantai dan pulau kecil yang belum didaftaratas nama pemerintah
apabila hak atas tanah diatasnya tidak menyebaké&aragian negara dikarenakan tanah
negara bukan diartikan sebagai tanah milik negta aset pemerintah, tetapi hal tersebut
justru menambah peningkatan perekonomian masyamaleaipun perekonomian negara
(pemerintah diuntungkan dengan adanya BPHTB dan iaRipun perpajakan lainnya yang
berkaitan dengan pemanfaatan tanah tersebut/ digunmtuk berusaha).

Adapun mekanisme pemberian hak atas tanah di sempaghtai dan pulau kecil
dijelaskan dalam Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016.

2 Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Sumbawa Barat menyepakati bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah
boleh terbit di sempadan Pantai akan tetapi terkait pemanfaatan wajib mematuhi ketentuan dan perizinan
yang diterbitkan seperti tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen, dilarang menutup akses
masyarakat.
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